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ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang merupakan
lembaga yang fokus pada program-program kegiatan khususnya guna memantapkan
ideologi dan kewaspadaan nasional. Kajian ini berfokus pada bagaimana peran Badan
Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama serta apa saja kebijakannya
dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang. Fokus dari
kajian ini akan dibahas menggunakan teori peran dan strategi komunikasi politik komunitas
beragama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif melalui jenis pendekatan studi kasus dengan obyek penelitian ialah
Badan Kesbangpol Kota Semarang. Teknik pengumpulan data primer yang dikumpulkan
melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sekunder
seperti artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber lain seperti media baik
media cetak ataupun media elektronik.

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa menurut konsep teori
peran serta startegi komunikasi politik komunitas beragama, bahwa Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang telah berperan dalam upaya menjaga stabilitas
kerukunan antara umat beragama di Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2021. Hal
ini sesuai dengan peran Kesbangpol dalam menciptakan kebijakan kerukunan antar umat
beragama diantaranya: (1) Peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam upaya
menumbuhkan rasa toleransi antar agama dengan adanya kegiatan dialog interaktif antar
masyarakat yang berbeda agama; (2) Peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang
dalam hal edukasi penanganan dan penyelesaian potensi konflik intoleransi antar umat
beragama bersama Ormas dan masyarakat, kegiatan ini sebagai sarana pendidikan untuk
menekan angka konflik antar umat beragama. Kemudian untuk menjawab apa saja
kebijakannya dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang,
diantaranya: (1) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pada internal
Kesbangpol untuk menjadi kualitas yang dapat menjaga kerukunan antara umat beragama;
(2) Pemberdayaan dan penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota
Semarang; (3) Strategi pembentukan FKUB hingga ke tingkat kecamatan.

Kata kunci: Kesbangpol, Kota Semarang, Stabilitas kerukunan antar umat beragama



ABSTRACT

The National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Semarang City is an
institution that focuses on program activities specifically to strengthen ideology and
national awareness. This study focuses on the role of the Kesbangpol Agency in inter-
religious harmony policies and what are its policies in maintaining the stability of inter-
religious harmony in the city of Semarang. The focus of this study will be discussed using
role theory and political communication strategies of religious communities. The research
method used in this study uses a qualitative research method through a case study approach
with the research object being the Semarang City Kesbangpol Agency. Primary data
collection techniques were collected through interviews, while secondary data were
obtained from various secondary sources such as articles, books, research journals and
various other sources such as the media, both print and electronic media.

The results of the research conducted found that according to the concept of role
theory and the political communication strategy of the religious community, that the
National Unity and Politics Agency of the City of Semarang has played a role in efforts to
maintain the stability of harmony between religious communities in the City of Semarang
in the 2019-2021 period. This is consistent with the role of the Kesbangpol in creating
inter-religious harmony policies including: (1) The role of the Keshangpol and FKUB
Semarang City in an effort to foster a sense of inter-religious tolerance through interactive
dialogue activities between people of different religions; (2) The role of Kesbangpol and
FKUB in Semarang City in terms of educating on handling and resolving potential conflicts
of intolerance between religious communities with CBOs and the community, this activity
is an educational tool to reduce the number of conflicts between religious communities.
Then to answer what are the policies in maintaining the stability of inter-religious harmony
in the city of Semarang, including: (1) Strategies to improve the quality of human resources
in Kesbangpol internal to become qualities that can maintain harmony between religious
communities; (2) Empowerment and strengthening of the Forum for Inter-Religious
Harmony in the City of Semarang; (3) The strategy for establishing FKUB down tothesub-
district level.

Keywords: Keshangpol, Semarang City, Stability of inter-religions harmony
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai keragaman, secara antropologi Indonesia memiliki
sejarahyang cukup panjang akan hal tersebut. Keberagaman suku, budaya, hingga
agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi identitas nasional
terbingkai dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang di visi kan sebagai
kekuatan semangat persatuan. Namun keberagaman yang dimiliki bangsa
Indonesia ini bukan hanya sebagai penguat identitas nasional satu kesatuan saja
akan tetapi tak jarang justru keberagaman inimenjadi faktor pemicu adanya konflik
terutama bila tidak ada perhatian serta penanganan yang bijak (Sudjana, 1996:85).

Menurut Asmandi (2012:44), potensi konflik yang muncul karena adanya
keberagaman dalam struktur masyarakat Indonesia ini tak jarang disebabkan
adanya gesekan horizontal. Konflik multietnis ini muncul dari adanya perbedaan
latar belakang identitas, budaya, agama, perebutan kepentingan dalam pemenuhan
kebutuhan masing-masing etnis dalam sutruktur masyarakat. Dinamika konflik
horizontal yang terjadi karena dipicu adanya gesekan keberagaman dalam
masyarakat Indonesia masih sering kita jumpai belakangan terakhir. Munculnya
konflik di Indonesia sering berasal dari adanya pertentangan kekuatan seperti apa
yang dikemukakan oleh Luthan (1981:45) khususnyayang berasal darimasyarakat
dengan basis agama tertentu dengan umat agama lain. Tentu hal ini menimbulkan
dampak tidak stabilnya kerukunan serta hubungan masyarakat antar umat
beragama di Indonesia.

Kerukunan umat beragama masih menjadi pembahasan menarik untuk
dikaji dan didalami lebih lanjut. Pembahasan mengenai kerukunan umat bergama
menjadi suatu respon sosial yang tidak terlepas dari masih adanya realitas gesekan
antar umat beragama di beberapa kesempatan. Seperti yang disampaikan oleh Sila
dan Fakhrudin (2020:44), gesekan antar umat beragama yang mempengauhi
kerukunan antar warga masyarakat umat beragama dipicu dari adanya stigma
bahwa suatu kelompok masyarakat merasa apa yang mereka lakukan adalah yang
benar dan apa yang dlakukan kelompok lainya merupakan hal yang salah.
Ditambah lagi dengan adanya kesan bahwa kelompok masyarakat dengan agama
yang dianutnya merasa lebih dominan disuatu wilayah atau daerah. Hal ini
menyebabkan kelompok masyarakat yang menganut agama diluar agama
mayoritas merasa tidak memiliki Privillage khusus dalam kehidupan sosialnya.

Selain daripada contoh masalah diatas, gesekan antar umat beragama juga



dapat timbul dari adanya kefanatikan terhadap agama yang diyakininya dengan
tidak diimbangi ilmu atau pengetahuan agama yang cukup. Fenomenaini tak jarang
terjadi karena adanya pemicu dari doktrinasi politis dari paham keagamaan
tertentu. Dengan adanya berbagai macam faktor dan juga pemicu tersebut, maka
tidak jarang terjadi konflik anta umat beragama yang dapat berujung pada konflik
sosial yang lebih luas (Sila & Fakhruddin, 2020: 55).

Adanya permasalahan ini tentu menimbulkan pertanyaan siapa yang
bertugas serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kerukunan antar
umat beragama? Barangkali tentu banyak diantara kita menjawab bahwa
kewenangan untuk hal tersebut adalah ranah dari negara/pemerintahan yang
terkait. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang berkembang di masyarakat
seperti yang ditulis oleh Aditya, dkk (2015:2) bahwa stabilitas kerukunan antar
masyarakat serta pengendalian permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di
masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Dalam pendapat lain hal
ini diperkuat dengan pernyatataan Miriam Budiardjo (2008:77) bahwa negara
memiliki salah satu fungsi yakni untuk memberikan perintah dan juga
melaksanakan penertiban (law and order).

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
tingkat pendidikan, budaya serta kearifan lokal daerah dan tidak ketinggalan yakni
adalah peran dari pemerintah. Disini kembali disebutkan bahwa pemerintah
sebagai institusi negara sekaligus representasi negara memiliki tanggung jawab
serta turuthadir dalam setiap urusan yang berkaitan dengan stabilitas kerukunan
umat beragama. Ini menjadi poin penting bagi pemerintah sebab dinamika dan
stabilitas kerukunan antar umat beragama yang memungkinkan untuk berubah
sewaktu- waktu, maka penting untuk melihat bagaimana usaha para pemimpin dan
juga tokoh-tokoh agama dalam turut serta menjaga hal ini.

Kota Semarang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang
masyarakatnya berasal dari banyak ragam etnis, budaya dan juga agama. Menurut
data dari Dispendukcapil Kota Semarang, sejak tahun 2019 masyarakat Kota
Semarang terdiri dari 1.288.502 Jiwa atau dalam presentasenya sebesar (83,43%)
penduduknya beragama Islam. Untuk agama lain sendiri yakni 109.707 memeluk
agama Kristen Protestan atau sekitar (7,10%), Katholik sebanyak 114.857 Jiwa
atau sekitar (7,43%), Budha sebanyak 18.496 Jiwa atau (1,20%), Hindu 10.537
Jiwa atau (0,68%) dan Konghucu sebanyak 2.259 Jiwa atau (0,15%). Selain
masyarakat yang menganut enam agama tersebut, juga terdapat sebagian kecil
masyarakat Kota Semarang yang menganut aliran kepercayaan lainya. Selain dari
berasal dari berbagai macam kepercayaan, Masyarakat Kota Semarang juga terdiri
dari banyak etnis dengan etnis terbesarnya yakni Jawa, di ikuti etnis keturunan
Tionghoa dan juga etnis keturunan arab. Jika dilihat dari hal tersebut semakin



memperkuat bukti bahwa masyarakat Kota Semarang merupakan masyarakatyang
heterogen.

Selain memiliki masyarakat heterogen dan multietnis, Kota Semarang juga
menjadi salah satu kota dengan predikat tingkat toleransi kerukunan antar umat
beragama yang tinggi. Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Sila dan
Fakhrudin (2020) bahwa indeks kerukunan antar umat beragama memiliki tiga
indikator. Indikator tersebut yaitu Toleransi dengan sikap saling menghargai antar
umat beragama. Kesetaraan yakni dimana adanya kemauan antar umat beragama
untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama. Indikator terakhir yakni
kerjasama baik dalam halsosial, ekonomi, budayadan jugaagama. Indeks toleransi
yang diperoleh Kota Semarang dibuktikan dengan data yang diperoleh dari
Kementrian Agama Republik Indonesia yang menunjukan skor indeks kerukunan
antar umat beragama di Kota Semarang sangat tinggiyakni 74,8 ditahun 2020 dan
mengalami kenaikan menjadi 77,09 di Tahun 2021 (Kesbangpol Kota Semarang,
2021).

Meskipun memiliki nilai Indeks toleransi yang tinggi, hal tersebut tidak
lantas menjadikan Kota Semarang tidak memiliki kendala dalam menjaga stabilitas
kerukunan umat beragama. Sepertiyang dikatakan oleh Sapto Sudihartono (2022)
selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang
bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upayanya
untuk menjaga stabilisasi kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Beberapa
yang disebutkan seperti permasalahan yang dipicu dari adanya hambatan dalam
komunikasi serta silahturahmi antar umat beragama yang ada sebagai wujud
kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

Permasalahan lain yang juga dipaparkan oleh Sapto adalah masih terdapat
banyak rumah ibadah yang belum memiliki legalitas ijin pembangunan yang jelas.
Terdapat 24% dari 2.913 unit rumah ibadah yang belum memiliki ijin
pembangunan yang jelas dan baru sekitar 76% saja yang telah memiliki izin. Selain
dari permasalahan fisik, tantangan lain yang dapat memicu tidak stabilnya
kerukunan antar umat beragama d semarang adalah banyaknya berita-berita
bohong (Hoax) mengenai hubungan antar umat beragama yang tersebar di
masyarakat. Tentu apabila dibiarkan hal ini mampu menjadi pemicu perpecahan
antar umat beragama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerukunan umat
beragama dan terwujudnya persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat diKota
Semarang yang majemuk dan multietnis membutuhkan partisipasi seluruh elemen
baik pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu menjaga stabilitas
kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin. pemerintah Kota Semarang
melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Memiliki tugas dan



tanggung jawab selaku kepanjangan tangan dari pemerintah yang menaungi ini.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesbangpol mengemban fungsi, yaitu:
1) Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; 2)
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum dalam Bidang
Kesatuan Bangsa Dan Politik; (Kebangpol Jateng, 2020).

Kita tentu mengetahui gesekan kepentingan masyarakat bisa jadi terjadi
kapanpun dan dimanapun begitujuga hal ini juga dapat terjadi di Kota Semarang.
Pemerintah kota Semarang melalui Kesbangpol Kota Semarang tentu memiliki
kepentingan untuk dapat mencegah konflik yang mengancam stabilitas kerukunan
yang sudah terjalin antar umat beragama di Kota Semarang. Komunikasi politik
perlu dibangun untk menjembatani serta mewadahi berbagai kepentingan yang
terkait erat dengan dinamika hubungan diantara umat beragama di Kota Semarang
ini. Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam upaya mewujudkan hal ini telah
membentuk Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang.
Akan tetapi ancaman yang bisa saja menimbulkan gesekan antar masyarakat
beragama di Kota Semarang bukan berarti dapat berhenti begitu saja.

Dari penjabaran ini, penulis merasa penting untuk melakukan sebuah
penelitian mengenai bagaimana Kesbangpol Kota Semarang berperan dalam
menjaga stabilitas kerukunan antar masyarakat beragama di Kota Semarang. Selain
dari pada itu penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui strategi kebijakan apa
yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang untuk menjaga stabilitas tersebut.
Sebab menjaga kerukunan umat beragama itu tidaklah mudah akan tetapi
kerukunan umat beragama menjadi dasar dari terjaganya persatuan dan kesatuan
serta stabilitas politik baik di tingkat paling bawah lokal, regional maupun hingga
nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas, disusunlah
rumusan masalah untuk menjawab hasil penelitian yang dilaksanakan sebagai
berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat
beragama di Kota Semarang?

2. Apa saja kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan
antar umat beragama di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Urgensi dilaksanakanya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikutnya:
1. Untuk mengetahui peran dari Badan Kesbangpol dalam kebijakankerukunan



antar umat beragama.
2. Untuk mengetahui kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas
kerukunan antar umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksanakanya penelitian ini peneliti harapkan dapat menghasilkan
manfaat diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam
keilmuan politik khususnya untuk memperdalam pengetahuan mengenai
peran dan fungsisuatu lembaga pemerintahan negara di tingkat daerah.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan
penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penguat argumen Badan
Kesbangpol Kota Semarang dalam menjaga stabilitas kerukunan antar
umat beragama.
b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada masyarakat untuk ikut
menjaga kerukunan dalam beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi bacaan dikutip dalam penelitian ini, yang kemudian
peneliti jadikan referensi dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ditulis untuk
menghindari plagiarisme, mengembangkan temuan penelitian sebelumnya, dan
membandingkan penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian yang ada
sebelumnya. Ada beberapa refrensi bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan sekaligus acuan dalam melakukan penelitian seperti peran
kesbangpol dalam bidang politik untuk menjaga kestabilan kerukunan masyarakat
beragama di wilayah Kota Semarang. Beberapa studi-studi terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ruhana (2015) mengenai peran
pemerintah untuk menjaga kerukunan antara masyarakat beragama yang
mengambil lokus di Provinsi Kep. Riau. Penelitian inimenghasilkan temuan bahwa
dalam pelaksanaanya, pemerintah provinsi telah menjalankan upaya untuk
menjaga kerukunan antar umat beragama secara maksimal. Salah satu yang
dilakukan adalah dengan memberikan anggaran kepada FKUBProvinsi Kepulauan
Riau meskipun belum dikatakan optimal. Upaya ini juga didukung oleh Kanwil
Kemenag Kepulauan Riau dengan mengadakan beberapa program terkait



kerukunan umat beragama yang diselaraskan dengan agenda Kementrian Agama
RI. Ruhana (2015) juga mengungkapkan tantangan yang dihadapioleh pemerintah
dalam menjaga kerukunan anta umat beragama selain karena anggaran yang
terbatas juga dikarenakan faktor wilayah Kepulauan Riau yang cukup luas.

Kedua, merupakan penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh
Muhdina (2017) yang menjadikan Kota Makassar sebagai lokus penelitianya.
Dalam penelitian ini, Muhdina mendapatkan temuan bahwa pemerintah Kota
Makassar menerapkan strategi kebijakan yang disebut dengan “Trilogi
Kerukunan” yang memiliki cakupan antara lain 1. Kerukunan internal antar
masyarakat beragama, 2. Kerukunan antar masyarakat beragama, 3. Kerukunan
antar masyarakat beragama dengan lembaga pemerintah. Berbeda dengan
penelitian dalam tinjauan pertama, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa
pemerintah Kota Makassar memberikan bantuan-bantuan operasional kepada umat
beragama dan lembaga-lembaga keagamaan. Bersama dengan FKUB setempat,
pemerintah kota Makassar memberikan perhatian khusus terutama dengan
memberikan bantuan dana dan fasilitas yang maksimal. Penelitian ini
mengungkapkan dengan adanya peran serta pemerintah dalam mengkoordinasi
FKUB dan ditambah dengan pemberian support operasional yang maksimal
menjadikan pemerintah Kota Makassar dapat menjaga kerukunan umat beragama
tersebut.

Ketiga, Henrikus Kurniawan (2017) dalam penelitianya mengenai peran
pemerintah Kota Yogyakarata dalam memelihara kerukunan umat bergama,
memperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai
Fasilitator, Koordinator dan juga sebagai regulator dalam upaya memelihara
kerukunan umat beragama. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memberikan
fasilitas dan memberdayakan kerukunan umat melalui FKUB. Peran pemerintah
sebagai koordinator adalah dengan memberikan arahan serta mengkoordinasi
setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk menjaga kerukunan antar
masyarakat beragamatermasuk didalamnya juga dalam penyelesaian konflik antar
umat beragama. Sebagai regulator, pemerintah Kota Yogyakarta berwenang salah
satunya dalam penerbitan surat izin untuk mendirikan bangunan rumah ibadah.
Penelitian ini juga mengungkapkan hambatan-hambatan yang dialami oleh
pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini antara lain yakni kesadaran masyarakat
masih kurang dalam turut menjaga stabilitas sosial dan adanya keterbatasan
anggaran yang disalurkan pemerintah Kota Yogyakarta kepada FKUB.

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh untuk memperkuat
kanjiandiatas selanjutnya ada kajian dari Florence (2016: 33), jurnal dengan judul
Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol
Linmas) Dalam Pembinan Wawasan Kebangsaan Dikabupaten Malinau. Dalam



penelitian ini menegaskan bahwa peran KESBANGPOLINMAS di Kabupaten
Marinau adalah pendampingan melalui sosialisasi, pelatihan tentang pentingnya
wawasan kebangsaan, pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan
pemuda untuk menumbuhkan semangat nasionalisme khususnya di daerah
perbatasan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi adalah aksesibilitas
jalan yang terpencil dan keterbatasan danaanggaran, sehingga peran Biro Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat relatif kurang optimal (Florence,
2016: 33). Fungsi dalam kesabngpol beragam ragam bukan hanya memberikan
wawasan kebangsaan maupun lainnya juga terkait penyelesaian terkait agama,
ekonomi, budaya dan lainnya. Dalam melaksanakan tugas terkait itu dibutuhkan
kerjasama antar lembaga.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Harky Ristala (2019: 125) yang
berjudulUpaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam Meminimalisir Konflik pada
Masa Persiapan Pilpres dan Walpres Tahun 2019. Melerai terjadinya konflik
merupakan salah satu fungsi dari kesabngpol. Dalam pemilu tahun 2019
kesbangpol Cianjur dalam mewujudkan pesan-pesan pemilu yang damai dengan
ditunjukan terhubungnya komunikasi yang baik dan efektif antara aparatur Badan
Kesbangpolbersama masyarakat beragama sehingga terjalinya pemilu yang damai
(Ristala, 2019: 125). Bukan hanya konflik dalam bidang sosial tetrapi juga konflik
dalam bidnag agama yang mana kesabangpol menyelesaikannya sesuai fungsinya.

Keenam, jurnal yang dibuat oleh Marlen, dkk (2021: 8) yang berjudul
Koordinasi Antara Pemerintahan dan Forum Kerukunan Umat Bangsa (FKUB)
dalam Mencapai Kerukunan masyarakat Beragama di Kota Manado. Penelitian ini
mengungkap bahwa pemerintahan bekerjasama dengan lembaga dalam melakukan
program pembangunan rumah ibadahyang sudah tertera dalam undang-undang.
Dalam penelitian ini Kesabangpol berkerjasama dengan FKUB dalam bebrapa
program yang dilaksanakan FKUB yang berhubungan dengan Kesbangpol
(Makalew, Sambiran, & Waworundeng, 2021: 8).

Ketujuh, untuk memperkuat penelitian-penelitian diatas ada penelitian dari
Ferdi Ferdian, dkk (2018: 146) yang berjudul Fungsi Forum Kerukunan Umat
Beagama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di
Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini mengungkap FKUB yang
berfungsi dalam penciptaan kerukunan umat beragama dengan cara membuat
dialog-dialog dengan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat dengan
mewadahi dan menyalurkan aspires darii organisasi masyarkat dan melakukan
mediasi terhadap konflik yang terjadi. Dalam melakukan ini dibutuhkan kerjasama
dalam lembaga yang mana menggandeng beberapa pihak antaranya; Kesabangpol,
kepolisian dan lainnya (Ferdian, Afrizal, & Elfitra, 2018 :146). Memeluk suatu
agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan penentu



dalam kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan agama. Dalam menjaga sebuah
kerukunan antar masyarakat beragama ada campur tangan dengan pemerintah.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Alfina, dkk (2020: 34) yang berjudul
Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
dalam penelitian inimenjalaskan terkait peranan pemerintah dalam usahanyauntuk
menjaga kerukunan masyarakat beragama dengan mengeluarkan peraturan
undang-undang sebagai jaminan kebebasan warganegara dalam menjalankan,
memeluk, menganut dan mengakui agama yang mereka pilih. Pemerintah bukan
mengeluarkan peraturan saja tetapi juga membentuk sebuah lembaga yang
berwewenang memberikan jaminan adanya kenyataan bagi setiap warga negara
untuk memeluk kepercayaan yang merekayakini (Prayogo, Simamora, & Kusuma,
2020: 34).

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Yulia Sari (2022: 22) yang berjudul
Peran Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan
Antara masyarakat Beragama di Pontianak. Penelitaian ini jelaskan terkait peran
yang dilakukan oleh FKUB dengan menggandeng Kesabangpol dan Kemenag
dengan mengadakan rapat terkait kerukunan beragama. Bukan hanya dengan
pemerintah tetepi juga berhubungan baik dengan masyarakt yang mana saling
menggutarakan pendapat dan menyaring pendata yang telah di sampaikan oleh
masyarakat (Sari, 2022: 22).

Dari uraian yang peneliti jabarkan diatas dapat dibedakan bahwa beberapa
hasil karya ilmiah diatas mempunyai persamaan dalam objek penelitian dan
pembahasan yaitu kesabangpol ada bebrapa yang berbeda dengan obejek
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperkuat dan membuktikan has il
dari penelitian dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mengcoba mengkaiji terkait
kesbangpol dan menjaga kerukunan masyarakat beragama. Maka dari itu,
penelitian ini mengambil fokusakan peran kesbangpol sendiri dalam menjaga
kestabilan kerukunan antar umat beragam. Dalam negara Indonesia ini memiliki
beragam agama yang mana harus dijaga kerukunan antar umat bergama dengan
menanamkan prinsip toleransi terhadap masyarakat agar tidak terjadinya konflik
yang terjadi. Maka dari itu, peneliti tertarik mengenai peran Badan Kesbangpol
dalam menjaga kestabilan kerukunan masyarakat beragama yang adadi Kota
Semarang.

Landasan Teori

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis penelitian yang dilakukan
melalui teori komunikasi politik khususnya dalam implementasinya terhadap
kerukunan umat beragama untuk melihat bagaimana peran dan kebijakan yang
sesungguhnya dilakukan Kesbangpol Kota Semarang dalam upaya menjaga



stabilitas kerukunan antar masyarakat beragama yang ada di Kota Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan Sila dan Fakhrudin (2020:55) , kerukunan
masyarakat beragama sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni tingkat
pendidikan, peran pemerintah dan juga kearifan budaya lokal setempat. Tingkat
pendidikan yang tinggi jelas memberikan pengaruh seseorang terhadap cara
pandang bagaimana dia melihat realitas yang ada. Pemerintah juga harus memiliki
peran yang aktif dalam ranah kerukunan umat beragama. Hal ini dikarenakan
keragaman agama dan juga etnis yang ada di suatu wilayah rentan akan terjadinya
konflik sehingga diperlukan pemerintah sebagai penengah akan hal tersebut. Ini
ditunjang dengan adanya kearifan lokal setempat yang berpotensi sebagai
penyeimbang kerukunan umat beragama di suatu wilayah.

Lebih lanjut, kerukunan umat beragama memiliki tiga indikator yang jika
terpenuhi maka stabilitas kerukunan umat beragama akan tercapai. Tiga indikator
tersebut antara lain yakni Toleransi, Kesetaraan dan juga Kerjasama. Sepertiyang
kita ketahui, toleransi yang dilakukan antar masyarakat dengan menunjukan sisi
saling menghargai satu sama lain dapat menjadi suatu alasan utama mengapa
kerukunan masyarakat beragama dapat terwujud. Hal ini tentu akan berdampak
lebih baik apabila dalam upaya mewujudkan kerukunan antar masyarakat
beragama juga diterapkan kesetaaan dalam berbagai bidang. Ini dilakukan sebagai
wujud menekan diskriminatif antar umat beragama sehingga konflik yang
ditimbulkan karenaadanya kecemburuan dapat diminimalisir. Kerukunan diantara
masyarakat beragama juga dapat diwujudkan melalui kerjasama antar masyarakat.
Sosialisasi yang terjadi ketiga kerjasama antar umat beragama tersebut dijalankan
maka akan menimbulkan rasa empati serta simpati yang baik dan tentu akan
berdampak baik pula dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama
masyarakat. ( Sila dan Fakhrudin, 2020:55).

Tentu dalam upaya ini pemerintah memiliki peran yang besar dalam
mewujudkan tigaindikator tadisebagai tolak ukur tercapaiatau tidaknya stabilitas
umat beragama di suatu wilayah. Dengan demikian pemerintah haruslah
memasukan halini kedapal rencana strategis yang berhubungan dengan
pembangunan sumber daya masyarakat yang lebih baik. Tentu dalam hal ini
pemerintah memerlukan strategi khusus yang berguna dalam komunikasi politik
terutama dalam kerangka implementasiterhadap indeks kerukunan umat beragama
yang dapat digunakan sebagai perspektif untuk memberikan identifikasi lanjutan
berhasil atau tidaknya stabilitas kerukunan umat beragama dapat diwujudkan.

1. Strategi Komunikasi Politik dalam kerangka Komunitas Keagamaan

Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam penelitian ini juga akan
digunakan teori mengenai Strategi komuniasi politik khususnya kepada



kelompok komunitas keagamaan. Apriani & Supeno, (2021:88) merincikan
bahwa dalam penerapan strategi Komunikasi Politik khususnya kepada
kelompok komunitas keagamaan dibagi menjadi tiga skema yakni,
pemberdayaan komunitas (Community Enpowerment), membangun
hubungan komunitas (Community Relations) dan pelayanan kepada
komunitas keagamaan (Community Serivces).

Pemberdayaan Komunitas (Community Enpowerment)

Dalam melakukan penerapan strategi komunikasi politik kepada umat
komunitas umat beragama strategi yang pertama digunakan adalah dengan
melakukan pemberdayaan terhadap komunitas keagamaan tersebut. Suparjan
(Apriani & Supeno, 2021: 88) mengemukakan bahwa hal ini dimakanai
sebagai sebuah upaya membangkitkan kemampuan tiap-tiap individu baik
dalam kesempatan, pengetahuan sertadalam hal ketrampilan yang menunjang
kehidupan masyarakat kedepanya. Strategi komunikasi politik dengan melalui
pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah komunitas keagamaan
didasarkan pada pola pikir bahwa semua individu yang ada dalam struktur
masyarakat memliki kemampuan yang baik dan tidak harus didasarkan pada
latarbelakang agama, namun lebih bersifat universal sehingga timbul langkah
langkah yang menguatkan toleransi antar umat beragama disini (Apriani &
Supeno, 2021: 88).

Hubungan Komunitas (Community Relations)

Strategi komunikasi dengan membangun hubungan antar komunitas
khususya komunitas keagamaan dapat dimaknai dengan adanya usaha guna
membangun hubungan antar komunitas-komunitas keagamaan. Dengan
demikian maka setiap komunitas kegamaan akan mampu menjalankan peran-
peran dan fungsnya dalam komunitas melalui hal-hal yang mereka dapat
lakukan. Dengan adanya hubungan yang terjalin erat antar kelompok
masyarakat dari berbagai macam latar belakang keagamaan maka akan
berdampak positif pada keharmonisan antar komunitas masyarakat dari
berbagai etnis dan agama.

Dalam kelanjutanya, untuk melaksanakan strategi pembangunan
hubungan antar komunitas ini yang dapat dilakukan pertama adalah dengan
mengumpulkan berbagai informasi mengenaikegiatan-kegiatan apa sajayang
dilakukan olehtiap-tiap komunitas agama. Setelah segala informasi diperoleh
selanjutnya adalah melihat ada permasalahan apa yang terjadi. Dengan
demikian akan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan guna
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menyelesaikan permasalahan yang ada. Strategi ini ditutup dengan
perencanaan program sebagai implementasi langkah yang akan dilakukan
pengambil kebijakan untuk menuntaskan segala permasalahan yang terjadi
pada komunitas keagamaan.

Dengan demikian setelah segala sesuatu dilaksanakan maka hasil
akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan apakah
berjalan dengan baik atau malah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Jika langkah yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tiap-
tiap unsur baik itu pengampu kebijakan ataupun komunitas masyarakat
keagamaan untuk menjalankan teknik baru (Apriani & Supeno, 2021: 88).

4.  Aksi-aksi sosial masyarakat (Community Services)

Sebagai bentuk penerapan strategi komunikasi politik dalam
komunitas keagamaan, aksi-aksi sosial yang dilakukan secara bersama-sama
dari setiap unsur masyarakat dari lintas agama menjadi hal penting untuk
menunjukan kepedulian antara sesama. Bentuk-bentuk aksi sosial beraneka
macam mulai dari galang dana, memberikan bantuan sosial dan juga
kampanye-kampanye sosial yang mengajak seluruh elemen masyarakat yang
majemuk untuk bersama-sama mementingkan kepentingan bersama diatas
kepentingan pribadi (Apriani & Supeno, 2021: 88).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai bagian dari proses penelitian, metode penelitian berikut
akan digunakan dalam penulisan kasus ini yang dapat di jabarkan sebagai berikut:
1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
Menurut John W. Creswell (2016:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode
untuk mendeskripsikan, mengeksporasi dan memahami sejumlah individu
maupun kelompok yang berasal darai masalah sosial atau masalah
kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting. Dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan studi kasus menjadi sebuah kegiatan ilmiah cara
intensif, rinci, dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai pristiwa
yang akan diteliti. Penelitain ini bersifat deskriptif yang nantinya di paparkan
keadaan yang terjadi dalam penelitian secara luas (Ruseffendi, 2010: 15)

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan menjadi dasar
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penyusunan analisa dan argumen untuk menjawab rumusan permasalahan
yang disajikan yakni data primer dan data sekunder. Sebagai data utama
peneliti akan melakukan penggalian data terhadap para narasumber yang telah
peneliti petakan sebagai narasumber utama. Narasumber utama akan sangat
berkaitan erat dengan topik kajian yang penulis ambil.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini data primer akan didapatkan
dari narasumber yang berasal dari Badan esatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang, Forum Kerukunan Antar Umat beragama Kota Semarang dan juga
Masyarakat antar umat beragama. Sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh diluar dari narasumber utama sekaligus menjadi akan menjadi
dukungan dari data primer. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti
akan menggali data sekunder dari berbagai sumber sekunder seperti artikel,
buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber lain seperti media baik
media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan tema yang
diangkat.

Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010: 224) cara untuk melakukan
pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan melakukan
observasi partisipatoris dilanjutkan dengan melakukan wawancaramendalam,
serta disusun berdasarkan studi dokumen dan triangulasi data. Teknik
pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan
langkah yang penting karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh
data pendukung yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar peneliti untuk menemukan
serta mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang dilakukan.
Peneltian yang akan penulis lakukan disini akan menggunakan jenis
observasi partisipatoris. Dengan menggunakan observasi partsipatoris ini,
penulis dituntut untuk melakukan penelitian dengan terjun langsung
kedalam lokus penelitian yang akan ditulis. Hal ini seperti apa yang
dikemukakan oleh Marsh dan Stoker (2017:55) bahwa observasi
partisipatoris mengharuskan seorang peneliti terjun dan melakukan
pengamatan langsung di dalam lokus penelitian dan setelah itu penulis
akan mencatat semua temuan data di lapangan secara mendalam. Hal ini
karena observsasi partisipatoris sangat bergantung pada relasi yang tercipta
antara penulis dengan informan dan dari percakapan ini akan menjadi hal
yng tidak terpisahkan yang terangkum sebagai sebuah catatan lapangan
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(Lofland, 1984:12).

Selanjutnya setelah observasi partisipatoris dilakukan, segala
temuan lapangan akan diolah serta dilakukan analisis mendalam dalam
bentuk sebuah laporan penelitian. Dengan tema yang penulis angkat,
penulis akan menggunakan metode observasi dengan melakukan
pengamatan dari dinamika kehidupan antar umat beragama di Kota
Semarang. Selain itu penulis juga akan melakukan pengamatan mengenai
kebijakan yang diambil Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang dalam membangun Komunikasi Politik Berbangsa dan
Bernegara guna mewujudkan stabilitas kerukunan antar umat beragama di
lingkup Kota Semarang.

. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti kepada narasumber-narasumber
yang terkait dengan tema penelitia yang akan dtulis dengan maksud untuk
mencari data-data lapangan ataupun informasi terkait. \Wawancara
dilakukan dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan narasumber
yang berpedoman pada draft pertanyaan wawancara yang telah disediakan
sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara yang akan
digunakan adalah dengan teknik wawancara yang terstruktur dalam sebuah
pedoman wawancara yang telah penelitisusun sebelumnyadengan metode
In deep Interview atau wawancara secara mendalam terhadap obyek
penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti Kepala
Kesbangpol Kota Semarang dan bagian yang terkait dengan peneltian ini,
Ketua Forum Kerukunan Antar umat beragama Semarang serta
masyarakat lintas agama di Kota Semarang.

. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam melaksanakan studi ini, studi dokumentasi dicoba dengan
mengumpulkan beberapa dokumen pendukung studi semacam foto,
gambar, peta, informasi statistik, serta lain sebagainya yang berkaitan
dengan tema studi yang hendak dicoba. Studi dokumen hendak jadisuatu
fasilitas pembantu penulis dalam melaksanakan analisis terhadap data-
data terpaut dalam studi yang nantinya hendak dituangkan pula selaku
analisis pendukung terhadap objek kajian studi. Metode berikutnya
merupakan dengan memakai studi literatur dengan mengumpulkan
sebagian informasi yang berasal dari beberapa novel, majalah, pesan berita
serta lain sebagainya yang berkenaan dengan topik studi. Studi literatur
dicoba dengan tujuan menganalisis bermacam teori terpaut dengan fokus
studi yang lagi dicoba selaku referensi dalam pembuatan analisis hasil
studi.
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d. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap data-data yang ditemukan dilapangan merupakan
suatu hal yang penting dalam proses melakukan penelitian yang akan
dilakukan ini. Proses analisis data dimulai dari penyusunan,
pengkategorian serta mangkaitkan antara isi data dengan teori-teori yang
digunakan dengan tujuan mendapatkan jawaban dari analisa tersebut.
Mnurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 55), teknik analisis
data mencangkup tiga hal dasar yakni Reduksi data (data reduction),
penyajian data ( data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
(conclusing drawing). Reduksi data dalam penelitian yang akan dilakukan
ini adalah dengan cara memilih sekaligus merangkum data- data pokok
yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Hal ini memiliki tujuan
untuk memberi kemudahan serta pehaman bagi penulis terhadap data
lapangan yang didapatkan.

H. Sistem Penulisan
BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan proposal penelitian ini akan memaparkan latar
belakang penelitian. Setelah latar belakang dijabarkan selanjutnya akan
dimunculkan rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitianya nanti.
Selain itu juga dijabarkan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan
konsep serta bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu
kesatuan penelitian skripsiyang utuh.

BAB Il KERANGKA TEORI

Akan dijelaskan secara detail bagaimana teori-teori yang akan dijadikan
sebagai landasan dalam melakukan analisa data penelitian. Dalam proposal
penelitian ini akan digunakan satu teori yakni mengenai Komunikasi Politik. Teori
ini akan dijadikan sebagai sebuah dasar kerangka berpikir dalam melakukan
analisis dari data-data penelitian yang dilakukan.

BAB 11l GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN BADAN
KESBANGPOL DI KOTA SEMARANG

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum dan setting
lokasi Kota Semarang serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai Kota Semarang sebagai
lokus penelitian nantinyaakan dibagi menjadi duasub bab pembahasan antara lain:
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1. Profil Lengkap Kota Semarang yang terdiri dari kondisi geografis, struktur
sosial dan budaya, ekonomi serta demografi Kelurahan.

2. Profil Lengkap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

3. Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat beragama di Kota Semarang

BAB IV KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL DALAM MENJAGA
STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA
SEMARANG

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail mengenai kebijakan yang dibuat
oleh Badan Kesbangpol untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama
di Kota Semarang.

BAB V PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM KEBIJAKAN
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Pada bagian iniakan diuraikan secara detail hasil analisa dari temuan data-
data di lapangan mengenai peran Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam
mengambil kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi terkait kesimpulan penelitian yang berisi jawaban
rumusan masalah pada penelitian. Selain itu, menyajikan saran untuk penelitian
serupa kedepannya.
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BAB |1
PERAN POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Peran Politik
1. Pengertian Peran

Peran atau dapat disebut juga dengan Role dapat dilihat sebagai sebuah
aspek yang dinamis darisebuah kedudukan (Status). Inimerupakan hal normatif
yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan bahwa seorang manusia akan
berada pada kondisi (kedudukan tertentu). Hal ini sama seperti yang
dikemukakan oleh Goss, dkk (dalam Wirutomo,1981) bahwa mereka
memberikan definisi peran sebagai sebuah kumpulan harapan yang dilakukan
oleh manusia sebagai seorang individu dalam posisi kedudukan tertentu.

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan
berbagaiteori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran
berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.
Dalam ketigabidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater.
Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu
dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara
tertentu (Sarwono, 2013:215).

Sementara itu, Laurence Ross (dalam Susanto, 1979) memaknai peran
sebagai sebuah status dinamis yang dimiliki oleh seorang individu ataupun
dimaknai juga sebagai sebuah penggunaan hak serta kewajiban yang melekat
pada diri seorang manusia. Dari pernyataan-pernyataan diatas tersebut, yang
bisa digarisbawahi adalah terdapatnya sebuah kedudukan atau status dari
seorang manusia sebagai seorang individu ataupun manusia sebagai kelompok,
memiliki peran tertenu yang harus dijalankan. Seorang manusia melaksanakan
hak serta kewajibanya yang disesuaikan dengan posisinya (Kedudukanya) saat
inimaka diasedang menjalankan peranya. Sedangkan, pembedaantara peranan
seseorang dengan kedudukan seseorang terletak pada kepentinganya untukilmu
pengetahuan.

Peran merupakan sebuah konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat yang terkonsep dalam sistem organisasi. Soekanto
(2005) jugamendefinisikan peran sebagaisebuah perilaku dariseorang manusia
sebagai seorang individu yang memiliki peranan penting bagi sebuah struktur
sosial di dalam masyarakat. sementara itu kedudukan sendiri merupakan hal
yang rigid dan melekat dalam peran dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini
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dikarenakan antara kedudukan dan peran merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahan karena satu bergantung dengan lainya.
Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

a. Peran yang nyata atau anacted role, dimana peran yang dilakukan adalah
tindakan yang benar-benar dilakukan seseorang saat melakukan peranan
tersebut.

b. Peran yang direkomendasikan atau prescribed role adalah apa yang
diharapkan masyarakat dari aktor untuk melakukan peran yang
diinginkan.

c. Konflik peran taua role conflict adalah situasi yang dialami oleh orang-
orang yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang bertentangan
atau status yang lebih tinggi.

d. Kesenjangan peran atau role distance adalah pelaksanaan peran secara
emosional.

e. Kegagalan peran atau role failure adalah seseorang tidak menyelesaikan
peran.

f.  Mode peran atau role model adalah seseorang yang perilakunya kita tiru,
amati, dan diikuti.

g. Perangkat peran atau role set adalah hubungan seseorang dengan individu
lain dalam menjalankan perannya.

h. Ketegangan peran atau role struins adalah kondisi yang muncul ketika
seseorang mengalami kesulitan mencapai tujuan dari peran yang
diembannya karena adanya inkonsistensi yang saling bertentangan.
(Murdiyatmoko, 2007:25)

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh
individudalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori
peran (role theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan
tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami
kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang
efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalamikonflik dalam dirinya
apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang
ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu
disebabkan karenaindividu tersebut harus menyandang dua peran yang berbeda
dalam waktu yangsama (Prasetyo dan Marsono, 2011:153).

Peran ini harus dijalankan sesuai dengan aturan (Norma) yang
berlakubaik dalam kehidupanya sebagai seorang individu ataupun sebagai
anggota dalam suatu kelompok misalnya adalah dalam sebuah pekerjaan. Oleh
karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan akan memiliki peran
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sehingga tidak akan ada kedudukan tanpa peran yang harus dijalani. Peran

seorang manusia lebih banyak diwujudkan dalam bentuk fungsi, penyesuaian

diri serta sebagai sebuah proses. Dengan demikian ketika seseorang
menduduki suatu jabatan dalam suatu sistem maka orang tersebut memiliki
peran di dalamnya. Dengan demikian dikenalah istilah mengenai teori peran.

Pada dasarnya teori peran akan membahas mengenai bagaimana seseorang

tentu sebagaiseorang individuataupun kelompok memahami dimana posisinya

berada dan apa yang menjadi tupoksi dari posisiya tersebut.

Sarwono (2013) menyamakan peran seorang individu sesuai dengan
posisi kedudukanya merupakan hal yang sama seperti seorang aktor dalam
sebuahseni pertunjukan teater. Dalam penjelasan lebih lanjut peran dapat
dilihat dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

a. Peran dilihat dalam dimensi kebijakan. Dalam hal ini kita dapat
memaknaiperan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kebijakan
yang diambilsecara tepat dan baik. Biasanya dimensi peran disini erat
kaitanya dengan hal yang bersandar pada proses pemerintahan.

b. Straegijuga dianggap sebagai sebuah dimensi dari peran. Peran dimaknai
sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah
halyang ingin dicapai. Contoh paling sederhana adalah peran dalam politik
yang ditujukan tentu untuk mendapatkan dukungan politik dari
masyarakat sehingga tujuanya yakni memperoleh kemenangan dapat
tercapai.

c. Peran juga dimaknai sebagai sebuah media komunikasi. Dalam hal ini
peran merupakan sebuah instrumen atau media yang digunakan sebagai
sebuah sarana komunikasi. Dalam konteks ini peran yang diambil
berkaitan dengan pengambila kebijakan. Ini didasarkan pada suatu pola
pikir bahwa pemerintah yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat
haruslah menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Hal ini tentu
didasarkan pada masukan yang diterima dari masyarakat agar tercipta
keputusan yang responsif serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Peran juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa.
Peran menjadi sebuah cara yang dapat digunakan untuk meredakan
konflik. Ini dapat dilihat dari tercapainya sebuah konsesnsus dari
pendapat- pendapat yang ada. Contohnya dalam suatu penyelesaian
sengketa atau permasalahan, peran diwujudkan dalam sebuah bentuk
bertukar pikiran sertapeningkatan kesadaran bersamauntuk bertoleransi
dan juga menekanrasa saling curiga dan ketidakpercayaan.

Sebuah peranan yang melekat pada diri seorang manusia sebagai
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seorang individu berasal dari pola-pola kehidupanya. Ini menunjukan bahwa
peranan sangat menentukan apa yang akan, sedang dan telah diperbuat oleh
individu bagi sesamanya di sistem tatanan masyarakat serta dapat juga dilihat
sebagai kesempatan-kesempatan apa yang dapat diberikan kepada individu
tersebut darimasyarakat.

Peranan yang melekat dalam diri seorang manusia haruslah dibedakan
dengan posisi nya dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Social Position
(Posisiseseorang dalam masyarakat) merupakan sebuah unsur statis yanghanya
menunjukan posisi seseorang dalam sebuah organisasi masyarakat. oleh
karenaitu , peran seseorang dalam masyarakat lebih cenderung mengarah pada
sebuahfungsi, penyesuaian diri dalam sebuah proses. Dengan demikian , ketika
seseorang baik sebagai seorang individu ataupun kelompok yang memiliki
sebuah kedudukan tertentu maka sesungguhnya ia sedang menjalankan sebuah
peranan di dalamnya (Soekanto, 2005).

Peranan seseorang sangat erat kaitanya dengan cakupan tiga hal
sebagai berikut: Pertama, peranan yang dilakukan oleh seorang individu
meliputi norma-norma yang memiliki hubungan dengan posisi serta status
seseorang dalam tatanan suatu masyaakat. Dengan demikian peran disini
memiliki makna sebagai sebuah rangkaian peraturan yang digunakan untuk
mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, peran dmaknai sebagai sebuah konsep yang membahas
mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang sebagai
individu ataupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat sebagai sebuah
organisasi. Ketiga, pernanan ini menjadi sebuah perilaku ndividu yang
berpengaruh dan penting paga struktur sosial kehidupan masyarakat. hal ini
memperkuat peranan sebagai sebuah karakterisasi yang dibawa dan
dilaksanakan seseorang individu yang mana dalam konteks sosial dalam suatu
unjuk peran atau role Performance (Suhardono, 1994).

Aspek Peran

Untuk dapat memaknai peranan sebagai sebuah aspek dalam
kehidupan, Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015) memaparkan istilah
teori peran dibagi menjadi golongan berikut yakni:

a. Individu yang mengambil bagian terutama dalam interaksi sosial
Dalam kaitanya seorang Individu yang mengambil bagian dalam
sebuahperanan. Orang yang mengambil bagia dalam sebuah interaksi
sosia yang terbangun dibedakan menjadi Aktor dan juga target. Seperti
yang kita ketahui bahwa aktor atau pelaku merupakan orang yang
menjalankan peranya dan berperilaku sesuai dengan pera yang sedang
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dijalaninya. Sedangkan target merupakan seseorang yang memiliki
hubungan dengan aktor dan perilaku aktornya. Dalam hal ini baik aktor
maupun target merupakan seseorang baik sebagai individu ataupun
kelompok. Dalam hal ini teori peran dapat digunakan sebagai dasar
analisa setiap hubungan antaradua orang atau banyak orang. Hubungan
ini tentu untuk semakin memperkuat identitas aktor yang erat kaitanya
dengan penilaian atau sikap yan dimunculkan dari target dimana target
ini telah tergeneralisasi oleh aktor. Peranan disini semakin menunjukan
bahwa aktor menempati posisi inti yang lebih memiliki pengaruh
sementara target menmpati posisi padanan (Counter Position) dari posisi
aktor. Sehingga hal ini menguatkan hubungan aktor dengan target dalam
teori peran.

Fenomena munculnya perilaku dalam interaksi sosial tersebut

Terdapat indikator penting tentang perilaku yang berkaitan erat
dengan peran. Hal ini sepertiyang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas
(dalam Sarwono,2015) bahwa kelima indikator tersebut antara lain:

Pertama, ekspektasiatau harapan mengenai peran. Ini dimaknai
sebagai harapan- harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dan
seharusnya ditunjukan oleh individu pada suatu posisi yang memiliki
peran tertentu. Harapan disinibisa berlaku hanya untu sebagian orang
tertentu atau juga bisaberlaku sebagai sebuah harapan umum.

Kedua, norma dalam harapan. Norma dimaknai sebagai salah
satu bentuk harapan. Adapun jenis harapan menurut Scord dan Backman
(dalam Sarwono, 2015) adalah Harapan yang meramalkan (anticipatory)
yang lebih menekankan pada pemaknaan bahwa harapan merupakan
sesuatu perilaku yang akan terjadi. Selain itu harapan juga bersifat
normatif (Role Expectation) dimana ini merupakan sebuah keharusan
yang menyertaisuatuperan. Inijugaterbagikedalam bentuk yakniharapan
yang terselubung yang akan tetap ada walaupun tidak terucapkan.
Berikutnya adalah harapan yangterbuka dimana harapan ini adalah yang
terucap dan disebut pula sebagai tuntutan peran (role demand). Hal ini
terwujud melalui proses internalisasi dan dapat juga menjadi peran bagi
aktor yang bersangkutan.

Ketiga, wujud perilaku atau performance merupakan wujud
perilaku dalam peran. Peran dapat diwujudkan dalam perilaku yang nyata
tidak hanya berbentuk harapan. Contohnya yaitu peran ayah yang
diharapkan oleh norma yaitu seorang ayah dapat mendisiplinkan
anaknya. Akan tetapi dalam perannya ada seorang ayah yang dapat
memukul atau memberi hukuman untuk mendisiplinkan anaknya
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sedangkan ayah yang lain tidak dapat melaukan itu, melainkan haya bisa
memberikan nasihat untuk anaknya.

Keempat, penilaian dan sanksi (evaluation and sanction).
Peneliaian peran merupakan pemberian kesan baik, kesan positif,
maupun kesan negarif berdasarkan harapan masyarakat terhadap peran
yang dimaksud. Sementara itu, sanksi merupakan usaha seseorang untuk
memperoleh dan mempertahankan nilai positif agar perwujudan peran
dapat diubah yang semula dinilai negarif dapat berubah menjadi hal yang
positif.

B. Strategi Komunikasi Politik dalam Kerangka Komunitas Keagamaan
1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan
manusia. Hal ini didasari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang
memerlukan sesamanya. Interaksi atau komunikasi antar individu dengan
individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok pasti
akan selalu dilakukan setiap hari. Seperti rantai manusia satu dengan yang
lainnya terhubung melalui rantai yang dinamakan komunikasi. Dari
komunikasi orang tahu sesutu informasi, makin banyak orang tahu sesuatu
maka dia semakin dianggap memiliki informasi, dan kalau dia menguasai
informasi maka dia menguasai dunia (Liliweri dan Alo, 2010:59).

Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam penelitian ini juga akan
digunakan teori mengenai strategi komunikasi politik khususnya kepada
kelompok komunitas keagamaan. Komunikasi politik kemudian digunakan
oleh orang- orang yang terlibat dalam kegiatan per-politikan suatu negara
untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat
dalam konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan
komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain,
untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan
public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum
serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Heryanto, dkk (2021) merincikan
bahwa dalam penerapan strategi Komunikasi Politik khususnya kepada
kelompok komunitas keagamaan dibagi menjadi tiga skema yakni,
pemberdayaan komunitas (Community Enpowerment), membangun hubungan
komunitas (Community Relations) dan pelayanan kepada komunitas
keagamaan (Community Serivces).
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2. Pemberdayaan Komunitas

Pemeberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuan
kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat,
termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga
mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya baik
secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam
kegiatan sosial dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.
(Suharto, 2005:57).

Dalam melakukan penerapan strategi komunikasi politik kepada umat
komunitas umat beragama strategi yang pertama digunakan adalah dengan
melakukan pemberdayaan terhadap komunitas keagamaan tersebut. Suparjan
(dalam Heryanto, dkk 2021), mengemukakan bahwa hal ini dimakanai sebagai
sebuah upaya membangkitkan kemampuan tiap-tiap individu baik dalam
kesempatan, pengetahuan serta dalam hal ketrampilan yang menunjang
kehidupan masyarakat kedepanya. Strategi komunikasi politik dengan melalui
pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah komunitas keagamaan
didasarkanpada pola pikir bahwa semua individu yang ada dalam struktur
masyarakat memliki kemampuan yang baik dan tidak harus didasarkan pada
latar belakang agama, namun lebih bersifat universal sehingga timbul langkah
langkah yang menguatkan toleransi antar umat beragama disini. (Heryanto,
dkk 2021).

3. Hubungan Komunitas (Community Relations)

Strategi komunikasi dengan membangun hubungan antar komunitas
khususya komunitas keagamaan dapat dimaknai dengan adanya usaha guna
membangun hubungan antar komunitas-komunitas keagamaan. Dengan
demikian maka setiap komunitas kegamaan akan mampu menjalankan peran-
peran dan fungsnya dalam komunitas melalui hal-hal yang mereka dapat
lakukan. Dengan adanya hubungan yang terjalin erat antar kelompok
masyarakat dari berbagai macam latar belakang keagamaan maka akan
berdampak positif pada keharmonisan antar komunitas masyarakat dari
berbagai etnis dan agama.

Dalam kelanjutanya, untuk melaksanakan strategi pembangunan
hubungan antar komunitas ini yang dapat dilakukan pertama adalah dengan
mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang
dilakukan olehtiap-tiap komunitas agama. Setelah segala informasi diperoleh
selanjutnya adalah melihat ada permasalahan apa yang terjadi. Dengan

22



demikian akan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan guna
menyelesaikan permasalahan yang ada. Strategiiniditutup dengan perencanaan
program sebagai implementasi langkah yang akan dilakukan pengambil
kebijakan untuk menuntaskan segala permasalahan yang terjadi pada
komunitas keagamaan.

Dengan demikian setelah segala sesuatu dilaksanakan maka hasil
akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan apakah
berjalan dengan baik atau malah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Jikalangkah yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tiap-
tiap unsur baik itu pengampu kebijakan ataupun komunitas masyarakat
keagamaan untuk menjalankan teknik baru. (Heryanto, dkk 2021).

Aksi-aksi sosial masyarakat (Community Services)

Aksi sosial atau community service adalah suatu kegiatan yang
terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam
rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi
ketidakadilan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Terjadi atas
inisiatif dari tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi,
politik, agama, militer, orang-orang yang secara langsung terkena masalah.
Aksi sosial adalah usaha- usaha untuk mengadakan perubahan atau
pencegahan terhadap praktek dalam situasi sosial yang telah ada didalam
masyarakat melalui pendidikan, propaganda, persuasi atau pertukaran melalui
tujuan yang dianggap baik oleh perencana aksi sosial.

Community Service merupakan suatu kegiatan yang bertujuan
membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan
imbalan dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya
penerapanstrategi komunikasi politik dalam komunitas keagamaan, aksi-aksi
sosial yang dilakukan secara bersama-sama dari setiap unsur masyarakat dari
lintas agama menjadi hal penting untuk menunjukan kepedulian antara sesama.
Kegiatan aksi sosial tentunya mambawa pengaruh terhadap kehidupan
masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk aksi sosial beraneka macam mulai dari
galang dana, memberikanbantuan sosial dan juga kampanye-kampanye sosial
yang mengajak seluruh elemen masyarakat yang majemuk untuk bersama-
sama mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
(Heryanto, dkk 2021). Tujuan dan sasaran aksi sosial dalah perubahan
fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melaui proses
pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan
aksi sosial didasari suatu pandangan bahwamasyarakat adalah sistem Klien
yang sering kali menjadi “korban” ketidakadilan struktur.
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BAB |11
GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN BADAN KESBANGPOL KOTA

SEMARANG

A. Kota Semarang Secara Umum
1. Geografis dan Demografi Kota Semarang

Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang ada
di Indonesia yang juga menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini
terletak di bagian utara atau yang juga disebut dengan pesisir pantai utara
(PANTURA). Secara Geografis, Kota Semarang terletak pada koordinat 6°50'
- 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35 - 110°50" Bujur Timur Posisinyayang
strategis menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian yang
menjadi penghubung jalur antara Jakarta-Surabaya.

Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas 373,7 km2 yakni
1,15% dariluas wilayah Provinsi Jawa Tengah atau seluas 37.369,568 Hektare.
Sampai dengan tahun 2019 Kota Semarang memiliki jumlah 16 kecamatan dan
177 kelurahan. Dari sisi perbatasan geografis, Kota Semarang terletak di
sebelah timurdari Kabupaten Kendal. Sementara itu, sebelah timur dari Kota
Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan di sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Kendal.

Pada Tahun 2021 menurut data yang berhasil dicatat dari Badan Pusat
Statistik Kota Semarang, total jumlah Penduduk di Kota Semarang berjumlah
1.653.524 Jiwa. Dari total penduduk tersebut apabila ditinjau dari jenis
kelamin berdasarkan data dari BPS menunjukan bahwa sebesar 818,44 ribu
jiwa (49,5%) penduduk KotaSemarang berjenis kelamin laki-laki dan 835,52
ribu jiwa (50,5%) berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk di Kota
Semarang juga dapat dikatakan cukup tinggi yakni 4,425 jiwa Per km2 atau
apabila di presentasekan adalah sebesar 0,59% dalam rentang waktu 2019-
2020.

Wilayah Candisari memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi
di Kota Semarang dengan total kepadatan mencapai 11.538 jiwa Per Km2
sementar itu daritotal jumlah penduduk, wilayah Pedurungan menjadi wilayah
dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 193,15 ribu jiwa atau 11,68% dari
total keseluruhan penduduk Kota Semarang.
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Tabel 1 Kepadatan dan jumlah penduduk tiap-tiap Kecmatan di Kota
Semarang Tahun2021

No Kecamatan Presentase Penduduk [Kepadatan Penduduk per (Km?)
1 [Mijen 4,89 1406
2 |Gunungpati 5,93 1812
3 |[Banyumanik 8,59 5530
4 |Gajahmungkur 3,4 6200
5 |Semarang Selatan 3,75 10.464
7 |Tembalang 11,47 4.291
8 |Pedurungan 11,68 9.322
9 |Genuk 7,46 4.502
10 |Gayamsari 4,25 11.375
11 [Semarang Timur 4,01 8.611
12 |Semarang Utara 7,11 10.721
13 |Semarang Tengah 3,33 8.968
14 |Semarang Barat 9 6.488
16 |Ngaliyan 8,57 3.731
Total 100 4.425

Sumber: Data BPS Kota Semarang 2021

Kota Semarang dikenal juga sebagai salah satu kota yang multi etnis
dan juga agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Kota Semarang Tahun 2020 menunjukan bahwa dari total 1.685.909 jiwa
penduduk Kota Semarang sebanyak 1.470.442 jiwa merupakan penduduk yang
menganut Agama Islam. Sementara itu penduduk yang menganut Agama
Katholik sebanyak 86,166 jiwa. Agama Kristen Protestan dianut oleh 116.744
jiwa, Hindu sebanyak 1.236 Jiwa dan Budha Sebanyak 10.894 jiwa. Adapun
tabel distribusi penduduk beragama di tiap-tiapkecamatan di Kota Semarang
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2 Tabel distribusi Penduduk Beragama di masing-masing Kecamatan
di Kota Semarang tahun 2020

Jumiah Pemeluk Agama (Jiwa)
Kecamatan Islam Katolik | Protestan| Budha Hindu Lainnya | Jumlah
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Mijen 72333 7248 10009 3332 64 56 93042
Gunungpati 92947 6852 11017 1701 a4 32 112603
Banyumanik 122294 6761 11069 1730 184 67 142105
Gajahmungkur 49914 2427 4247 253 53 19 56913
Smg Selatan 57007 1537 3042 119 41 19 61765
Candisari 68249 10621 16642 975 84 27 96598
Tembalang 166567 5223 5423 297 238 19 177767
Pedurungan 167167 5986 S005 234 136 30 178558
Genuk 114973 4461 4426 284 20 26 124190
Gayamsari 66591 7329 10398 257 14 16 84605
Smg Timur 52634 9977 9472 347 8 23 72461
Smg Utara 104553 1309 1865 9% 31 24 107978
Smg Tengah 40331 10246 14738 1054 34 19 66422
Smg Barat 131211 1425 2904 55 152 27 135774
Tugu 33026 4370 5932 106 8 8 43450
INgaliyan 130545 384 555 54 125 15 131678
Kota Semarang 1470442 | 86166 | 116744 | 10894 1236 427 1685909

Sumber : Data BPS Kota Semarang 2020

2. Administratif Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 Wilayah
Kecamatan yang meliputi meliputi Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati,
Kecamatan Bayumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang
Selatan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Candisari, Kecamatan
Pedurungan, Kecamatan Genuk Kecmatan Gayamsari, Kecamatan Semarang
Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan
Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan. Dari 16
Kecamatan Tersebut terbagi menjadi 177 kelurahan yang tersebar di seluruh
Kota Semarang. Adapun daftar wilayah kecamatan, dan kelurahan di Kota
Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3 Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah di masin-
masing Kecamatan di Kota Semarang

No Kecamatan Jumlah Kelurahan | Luas (Km’L[
1 [Mijen 14 57,55
2 |Gunungpati 16 54,11
3 |Banyumanik 11 25,69
4 |Gajahmungkur 8 9,07
5 [Semarang Selatan 10 5,93
6 |Candisari 7 6,54
7 |Tembalang 12 442
8 |Pedurungan 12 20,72
9 |Genuk 13 27,39
10 |Gayamsari 7 6,18
11 |Semarang Timur 10 7,7
12 |Semarang Utara 9 10,97
13 |Semarang Tengah 15 6,14
14 |Semarang Barat 16 21,74
15 |Tugu 7 31,78
16 |Ngaliyan 10 37,99
Total 177 373,7

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

3. Kondisi Sosial Budaya dan Keberagaman Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dikenal sebagai salah
satu Kota Multietnis yang memiliki tingkat toleransi tinggi di Indonesia.
masyarakat Kota Semarang sendiri merupakan masyarakat yang heterogendan
apabila dilihat dari pengelompokn etnisnya, Kota Semarang di isi oleh
beberapa etnis seperti Jawa yang menjadi etnis terbesar, disusul dengan etnis
Cina dan juga etnis Arab.

Keberagaman etnis inilah yang mewarnai dinamika kehidupan sosial
budaya yang ada di Kota Semarang. Berbagai macam kebudayaan yang ada di
Kota Semarang juga tidak terlepas dari adanya akulturasi atau campuran dari
masing- masing latar belakang etnis dan budaya masyarakat Kota Semarang.
Sebagai wujud adanya perpaduan beberapa etnis yang saling bertoleransi di
Kota Semarang inilah terkenal sebuah maskot yang bernama “Warak
Ngendog”. Maskot warak ngendog ini merupakan sebuah hewan mitologis
yang merupakan perpaduan antara tiga unsur kebudayaan yang kental di
masyarakat Kota Semarang yakni Jawa, Arabdanjuga Cina. Meskipun terdiri
dari berbagai mcam etnis dan latar belaang dari berbagai kebudayaan yang
ada, Kota Semarang sangat menjunjung nilai keberagaman dan juga toleransi
antar sesama anggota masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan indeks
perdamaian masyarakat di Kota Semarang.
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B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang
1. Gambaran Umum dan Sejarah Kesbangpol Kota Semarang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Semarang
merupakan Kota Multietnis dan juga terdiri dari beragam kebudayaan dan
tradisi masyarakatnya. Budaya dan tradisi yang muncul dalam dinamika
kehidupan sosialmasyarakat Kota Semarang juga diwarnai dengan adanya
akulturasi budaya yang terjadi. Tentu hal ini menjadi sebuah keberagaman dan
menjadi aset utama dalam menjaga stabilitas persatuan bangsa yang
menjunjung nilai-nilai toleransi di Kota Semarang.

Guna memperkokoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa tersebut
maka adanya adanya ketahanan nasional khususnya dalam bidang ideologi,
politik, sosial, ekonomi budaya dan juga agama menjadi penting untuk
dipelihara khususnya di Kota Semarang. Menjawab hal tersebut Badan
Kesatuan Bangsa danPolitik (Kesbangpol) Kota Semarang merupakan salah
satu institusi pemerintah yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya
strategis guna menjaga serta memelihara persatuan dan kesatuan antar
masyarakat di Kota Semarang. Kesbangpol diharapkan senantiasa berupaya
untuk menyusun serta melaksanakan Kkebijakan pemerintah khususnya
pemerintah Kota Semarang yang bersifat spesifik. Hal ini juga ditujukan untuk
meningkatkan efektifitas pemerintah Kota Semarang dalam menjaga kualitas
demokrasi serta mendukug pembanguna masyarakat yang baik di Kota
Semarang.

Kesbangpol Kota Semarang merupakan lembaga yang fokus pada
program- program kegiatan khususnya guna memantapkan ideologi dan
kewaspadaan nasional. Tak hanya sampai disitu, Kesbangpol Kota Semarang
juga bertugas untukmenjaga ketahanan bangsa dan politik terutama yang akan
di implementasikan dalam kajian-kajian strategis daerah di Kota Semarang.

Dalam sejarahnya, Kesbangpol Kota Semarang sebelumnya
merupakan dua instansi yang pada akhirnya bergabung menjadi satu. Kedua
kantor tersebut adalah Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan juga
Kantor Sosial Politik Kota Semarang. Dengan munculnya Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat
(Kesbang dan Linmas) bertransformasi menjadi KESBANGPOL-LINMAS
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat). Pada
tahun 2013, divisi perlindungan masyarakat menyatu dengan Satpol PP
sehingga berubah kembali nama badan ini menjadi Kesbangpol Kota
Semarang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletakdi Jalan Pemuda No.
175 Semarang, Jawa Tengah.
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2. Visi dan Misi Kesbangpol Kota Semarang

Dalam melakukan tugas-tugasnya, Kesbangpol Kota Semarang
bekerja sesuaiapa yang menjadi Visi dan Misi yang diciptakan oleh lembaga
tersebut. Adapun penjabaran mengenai visi dan misi Kesbangpol Kota
Semarang adalah sebagai berikut:

a. Visi
Badan Kesbangpol Kota Smearang memiliki Visi yakni
Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang Menuju
Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera.
b. Misi
Dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya,
Kesbangpol Kota Semarang memiliki misi sebagai berikut:
¢ Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat Khususnya Masyarakat

Kota Semaran serta memantapkan budaya demokrasi yang

berlandaskanpada etika dan moral.

e Memantapkan wawasan kebangsaan, integritas serta ketahanan
bangsa dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota

Semarang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kesbangpol Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021
yang membahas mengenai kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Sistem Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
(Kesbangpol) memiliki tugas polol yakni membantu Walikota Semarang untuk
melaksanakaan urusan pemerintahan dalam bidang kesatua bangsa dan politik
yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Kota Semarang.

Adapun mengenai tugas Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan
beberapahal yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya yang diajabarkan
sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan yang bersifat teknis khususnya dalam bidang
ideologi. Selain dalam bidang ideologi, kebijakan ini juga harus
mendukung mengenai kewaspadaan nasional dan juga ketahan bangsa serta
politik dalamnegeridi wilayah Kota Semarang.

b. Kesbangpol Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk menyususn
rencana progam serta rencana kerja yang berkaitan dengan anggaran
Kesbangpol Kota Semarang

c. Kesbangpol Kota Semarang akan terus memberi dukungan dan menjadi
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kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang khususnya dalam
beberapa bidang terkai yakni Ideologi serta kewaspadaa nasional serta
ketahanan bangsa serta politik dalam negeri.

d. Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan tugas serta berkoordinasi di
masing-masing divisi untuk mewujudkan rencana strategis yang berkaitan
dengan kebijakan yang akan diambil

e. Kesbangpol berwenang untuk melakukan penetapan kebjakan yang
berkaitan dengan operasional khususnya dalam bidang ketahanan, ideologi
negara, wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain itu nilai-nilai sejarah
perjuangan bangsa serta penghargaan kebangsaaan juga menjadi fokus dan
tupoksi kesbangpol kota Kota Semarang.

Sementara itu, berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 121

Tahun 2021, Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan dalam bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
juga karakter bangsa dalam bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta
bidang kewaspadaan Nasional dan penegakan Konflik dan UPTB.

b. Merumuskan rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota
Semarang

c. Melakukan Koordinasi mengenai tugas-tugas dala rangka melaksanakan
program kegiatan yang berkaitan dengan bidang Ideologi, wawasan
kebangsaan, dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta organisasi
kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konfli
dan UPTB

d. Menyelenggarakan manajemen kinerja pegawaibadan

e. Menyelenggarakan kegiatan yang memfasilitasi Forum
KoordinasiPimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)

f. Meyelenggarakan Kerjasama dalam bidang ideologi, wawasan
kebangsaan serta Karakter Bangsa bidang politik dalam negeri, bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta organisasi
kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konfli
dan UPTB

g. Menyelenggarakan kesekretariatan Badan

h. Penyelenggaraan program dan bidang ideologi, wawasan Kebangsaan dan
karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, agama serta organisasi kemasyarakatan, bidang
kewaspadaannasional serta penanganan konflidan UPTB

i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
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J. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
k. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota

Semarang terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Kerjadan Unit Kerja Kesbangpol Kota Semarang

Dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diambilkan sebagai upaya
untuk mewujudkan ketahanan bangsa, Kesbangpol Kota Semarang dibagi
dalam strukturkerja yang terdiri dari Kepala Kantor, Sekretariat kantor dan
juga bidang-bidang terakait yang menjalankan fungsi dan tugasnya masing-
masing. Pengambaran struktur kesbangpol apabila disusun dalam bagan kerja
maka dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 1 Struktur Bagan Kerja dan Bagan Koordinasi Kesbangpol Kota
Semarang Tahun 2021
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Sumber : Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang 2022
Kesbangpol Kota Semarang memiliki struktur kerja sebagaimana yang
dijabarkan berikut:

a. Kepala Kesbangpol

Kepada Kesbangpol Kota Semarang merupakan pengambil
kebijakan tertinggi dalam struktural memiliki tugas pokok untuk
merumuskan kebjakan, rencana-rencana strategis, melakukan tugas-
tugas kepemimpinan khususnya dalam bidang Koordinasi, Pembinaan,
pengawasan serta pengendalian dan evaluasi dari badan yang di
pimpinya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kota Semarang saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono,
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MM.
Sekretariat Keshbangpol Kota Semarang

Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang merupakan struktural
dibawah kepala badan. Memiliki tugas pokok yakni untuk
merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, menyinkronkan,
mengendalikan  serta melakuan evaluasi pelaksanaan  tugas
kesekretariatan kesbangpol kota semarang. Untuk saat ini Sekretaris
Kesbangpol dijabat oleh Joko Hartono, S.STP, M.Si.

Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang terdiri dari beberapa sub
bagianantara lain Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang dijabat
oleh Luluk, S.Psi. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh
Pontjo Sulistyorini, S.H dan Sub Bagian Keuangan dan Barang milik
daerah yang dijabat oleh Indah Sri Sugiharti, S.H. Sekretariat
Kesbangpol Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2) pelaksanaan manajemen Kinerja pegawai dalam
lingkup tanggung jawabnya;
3) pengkoordinasian, sinkronisasi,  pembinaan, pengawasan

dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang
Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;

4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri,
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik dan UPTB;

5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;

7) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan
UPTB;

8) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;

9) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;

10) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keteranga
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11) Pertanggungjawaban  Walikota, = Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan;

12) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
Badan;

13) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah
Badan;

14) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;

15) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan/pengawasan;

16) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan
barang milik daerah Badan;

17) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan
Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan
inovasi Badan;

18) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan
pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber
daya Badan;

19) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas,
kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan
Badan;

20) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik Badan;

21) pelaksanaan  kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan
rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;

22) pelaksanaan  kegiatan pengelolaan perencanaan dan
administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di
lingkungan Badan;

23) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi
Badan;

24) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;

25) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi
Badan;

26) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kesbangpol Kota Semarang

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
KesbangpolKota Semarang ini merupakan satuan bidang yang memiliki
tugas untuk melakukan perencanaan, melakukan koordinasi, membina,
mengawasi serta mengendalikan dan melakukan evaluasi tugas ideologi,
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter bangsa. Bidang ini di
kepalai saat inioleh Drs. Andreas Di Agung Nugroho,S.AP.

Bidang ini seperti yang dijelaskan sebelumnya membawahi dua
sub bidang yakni, Sub bidang Koordinator Bela Negara dan Karakter
Bangsa yang saat ini Dijabat oleh Umar Sidik,SH dan Sub Bidang
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini dijabat oleh Ully
Prathama Mahestri,S.E.

Bidang ldeologi, Wwasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki Fungsi
antara lain sebagai berikut:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2) pelaksanaan manajemen kinerjapegawai dalam lingkup
tanggung jawabnya;

3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa;

5) pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan ideologi negara
dan pendidikan wawasan kebangsaan;

6) pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  dan
pengembangan  Ketahanan Ideologi  dan
Wawasan Kebangsaan;

7) pelaksanaan kegiatan penanaman, pengembangan dan pemantapan
nilai-nilai kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;

8) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perubahan kebijakan terkait dengan
masalah wawasan kebangsaan;

9) pelaksanaan kegiatan kerja sama guna pengembangan wawasan dan
nilai-nilai kebangsaan;

10) pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;

11) pelaksanaan kegiatan koordinasi aparatur pemerintah kota, partai
politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan
organisasipersdalam rangka peningkatan kesadaran bela negara;

12) pelaksanaan kegiatan upacara hari Bela Negara;
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13) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;

14) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan;

15) pelaksanaan kegiatan Forum Dialog Pelestarian Bhineka Tunggal
Ika;

16) pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pelestarian karakter
bangsa;

17) pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

18) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

19) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa;

20) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
programdan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa; dan

21) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan satuan bidang dalam
Kesbangpol Kota Semarang yang memiliki tugas pokok yakni
melakukan perencanaan, koordinasi serta membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi terkait kegiatan pendidikan politik.
Selain pendidikan politik bidang ini juga bertugas dalam peningkatan
Demokrasi dan memfasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
serta partai politik. Untuk saat ini Kepala bidang politik dalam negeri
kesbangpol kota semaang dijabat oleh Nurul Fitri Cahyanti,SS.MM.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi dua sub bidang yakni
Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan
partai politik yang dijabat oleh Suparman,S.H, M.M dan Sub
Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi yang dijabat
oleh Gatot Hendranata Wicaksana,S.H.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokoknya, Bidang Politik
dalam negeri Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi syang
dijabarkan sebagai berikut:

1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkung tanggung
jawabnya;

3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Politik Dalam
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Negeri;

5) pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

6) pelaksanaan bahan pelaksanaan  fasilitas
penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Pemilihan Walikota;

7) pelaksanaan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan politik
danetika budaya politik;

8) pelaksanaan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkanPancasila;

9) pelaksanaan bahan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi
perkembangan politik didaerah;

10) pelaksanaan bahan fasilitasi  kelembagaan  pemerintahan,
perwakilandanartai politik;

11) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan koordinasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik;

12) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah (FORKOPIMDA);

13) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang
Politik Dalam Negeri;

14) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuanganBidang Politik Dalam Negeri;

15) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
programdan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; dan

16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuaitugas dan fungsinya

Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Semarang

Bidang ini memiliki tugas pokok yakni untuk melakukan
perencanaan, koordinasi serta membina dan mengawasi hingga proses
pengendalian dan evaluasi segala kegiatan kesbangpol Kota Semarang
yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
serta segala macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi
Kemasyarakatan.

Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Semarang saat ini
dikepalai oleh Much Machrus,S.H. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi satu sub
bidang koordinasi yang di koordinasikan oleh Aris Kusdarmanto,S.H.

Dalam melaksanakan pa yang menjadi tugas dan wewenangnya,

36



Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi sebagai
berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

2) pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi yang menyelenggarakan
fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredarangelap narkotika dan prekursor narkotika;

3) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

4) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan forum kerukunan umat
beragama;

5) pelaksanaan bahan penerbitan surat keterangan pemberian izin
sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat
sebagai rumah ibadat;

6) pelaksanaan bahan kegiatan penerbitan izin pendirian rumah ibadat;

7) pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan camat serta instansi terkait
dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan;

8) pelaksanaan analisa dampak dinamika perkembangan ekonomi,
sosial dan budaya terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah;

9) pelaksanaan  kegiatan  fasilitasi  pendaftaran  organisasi
kemasyarakatan;

10) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;

11) pelaksanaan  kegiatan evaluasi dan  mediasi  sengketa

organisasikemasyarakatan;

12) pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

13) pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan izin operasional
organisasikemasyarakatan asing.

14) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan;

15) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban

37



keuangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
OrganisasiKemasyarakatan;

16) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
programdan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi; dan

17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugasdan fungsinya

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol

Kota Semarang

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Kesbangpol Kota Semarang memiliki tugas pokok sebagai bidang yang
melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan serta
mengendalikan hingga pada proses evaluasi terhadap seluruh kegiatan
yang berkaitan dengan kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam
penanganan konflik yang mungkin saja terjadi di Kota Semarang.

Saat ini bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
Kesbangpol kota semarang dijabat oleh Triyo Sumanto,SE,MM dan
membawahi satu sub bidang koordinator penanganan konflik yang di
koordinasikan oleh Fatkhurohman,S.E. M.M.

Untuk menunjang apa yang menjadi visi dan misi Kesbangpol
Kota Semarang, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
memiliki fungsi sebagai berikut:

1) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Kewaspadaan
Nasionaldan Penanganan Konflik;

2) pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen,
dan Penanganan Konflik;

3) pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Keterangan
Penelitian dan sejenisnya;

4) pelaksanaan kegiatan pendeteksian, pengindentifikasian, menilai,
menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka
memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;

5) pelaksanaan kegiatan koordinasi perangkat daerah dalam
penyelenggaraan kewaspadaan dini;

6) pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai unsur intelijen
negara di daerah;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan
bidang kewaspadaan;

pelaksanaan kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing;

pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan konflik
sosial antara lain koordinasi memelihara kondisi damai dalam
masyarakat,

koordinasi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai,
koordinasi meredam potensi konflik sosial dan koordinasi
membangun sistem peringatan dini konflik sosial;

pelaksanaan pelaksaaan kegiatan koordinasi penghentian konflik
sosial antara lain koordinasi penyusunan kajian penetapan status
keadaan konflik sosial, koordinasi tindakan darurat penyelamatan
dan perlindungan korban konflik sosial, dan koordinasi bantuan
penggunaan TNI;

pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemulihan pasca
konflik sosial antara lain koordinasi rekonsiliasi, koordinasi
rehabilitasi dan koordinasi rekonstruksi;

pelaksanaan kegiatan  penyusunan data dan informasi
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuanganBidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuaitugas dan fungsi
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BAB IV
KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
GUNA MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI
KOTA SEMARANG

Dalam melaksanakan kebijakan untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat
beragama, Kesbangpol Kota Semarang mengupayakan beberapa cara untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut pengimplementasikan kebijakan melalui
pendekatan yang persuasive dan humanis merupakan cara untuk terwujudnya
kerukunanantar umat beragama. FKUB Kota Semarang yang di bentuk sebagai wadah
silaturahmi, komunikasi, dan rekonsiliasi bagi kelompok-kelompok beragama supaya
dapat duduk Bersama agar terjaganya kerukunan antar umat beragama di Kota
Semarang.

Dengan dibangunya sinergi antara Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang,
maka terbentuk sebuah hubungan antara stakeholder, dalam hal ini pemerintah dan
Kesbangpol Kota Semarang dengan masyarakat beragama melalui FKUB Kota
Semarang. Sebagai salah satu ormas, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
Kota Semarang menjadi sebuah strategi sekaligus kebijakan yang suistanable dari
Kesbangpol Kota Semarang. Kesbangpol Kota Semarang sebagai pembuat kebijakan
dengan FKUB Kota Semarang sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan untuk
menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama, agar terwujud masyarakat lintas
agama yang damai danrukun satu sama lain.

“Terbentuknya FKUB mulai dari tingkat kota hingga ke tingkat kecamatan ini
tupoksinya sama, baik kesbangpol juga FKUB harus memberikan citra yang
bagus terutama sebagai ujung tombak menjaga kerukunan. Misinya sama
tanggung jawabnya ya juga sama Kita ingin menciptakan kondisi yang rukun
diantara warga masyarakat Kota Semarang khususnya”. (Wawancara, Joko
Hartono, 28 September2022)

Apa yang disampaikan Joko Hartono ini memberikan gambaran kepada kita
bahwa adanya peran pemerintah. Dalam hal ini adalah Kesbangpol Kota Semarang
dengan FKUBsudah menjadi kewajaran untuk memberikan fasilitas dan mengakomodir
aspirasi, pendapat dan juga keritik dari masyarakat beragama. Kesbangpol dan FKUB
menjadi pionir utama dalam upaya ini.

“Pembentukan FKUB mulai dari tingkat kota hingga ke level kecamatan ini
tupoksinya sama, baik kesbangpol dan juga FKUB harus memberikan citrayang
bagus terutama sebagai ujung tombak menjaga kerukunan. Misinya sama
tanggung jawabnya ya juga sama Kita ingin menciptakan kondisi yang rukun
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diantara warga masyarakat kota semarang khususnya” (Wawancara, Joko
Hartono, 28 September 2022)

Apa yang disampaikan Joko Hartono ini memberikan gambaran kepada kita
bahwaadanya peran pemerintah dalam hal ini adalah kesbangpol Kota Semarang dengan
FKUB sudah menjadi kewajaran untuk memberikan fasilitas dan mengakomodir
aspirasi, pendapat dan juga kritik dari masyarakat beragama. Kesbangpol dan juga
Forum Kerukunan antar umat beragama menjadi pionir utama dalam upaya ini. Maka
dari itu Peran kesabangpol dalam melaksanakan kebijakan untuk kerukunan umat
bergama dengan menggandeng FKUB menjadi tangan kanan dari Kesbangpol dalam
penyaluran kebijakan.

Hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa peran sinergi Kesbangpol
Kota Semarang dan FKUB Kota Semarang dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan
antar umat beragama antara lain :

A. Membangun Budaya Toleransi Antar Masyarakat Beragama di Kota
Semarang

Seperti yang diuraikan oleh Latif bahwa Kesbangpol Kota Semarang
bersama dengan Forum Kerukunan Umat beragama Kota Semarang bersama-sama
memiliki peran sebagai inisiator dan juga sekaligus menjadi mediator dalam
membangun kesadaran toleransi antar masyarakat khususnya masyarakat antar
agama di Kota Semarang.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kota Semarang sebagai salah satu
kota Metropolitan di Indonesia mendapat julukan sebagai Kota Multietnis dan
multibudaya. Keanekaragaman suku, ras budayadan juga agama di Kota Semarang
memang beragam dan tingkat toleransi antar masyarakatnya mendapatkan indeks
cukup baik yakni 77,09 ditahun 2021. Hal ini bukan tidak lantas menjadikan Kota
Semarang terbebas dari potensi-potensi ancaman khususnya yang menyasar pada
konflik horizontal antar umat beragama.

Menurut Latif selaku pengurus Keasbangpol Semarang, budaya toleransi
yangditekankan oleh Kesbangpol Kota Semarang dan juga Forum Kerukunan antar
umat beragama haruslah sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan adanya budaya
toleransi yang tinggi maka suasana kota semarang yang damai dan tenteram pun
akan dapat terwujud. Ini dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui
berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat beragama seperti
halnya dalam forum diskusi lintas agama, seminar moderasi beragama dan
kegiatan-kegiatan sejenis lainya.

Salah satu bentuk peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam
membangun budaya toleransiantar umat beragama di Kota Semarang ialah melalui
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kegiatan silaturahmi antara perwakilan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang ke
rumah-rumah ibadah dan kelompok beragama yang ada di Kota Semarang.
Kegiatan ini dalam rangka pembinaan kerukunan sekaligus penyerahan
rekomendasi FKUB kepada pengurus tempat ibadah maupun kelompok beragama
yang ada.

Gambar 2 FKUB kunjungan ke PHDI di Pura Girinatha dalam rangka
pembinaan kerukunan sekaligus penyerahan rekomendasi FKUB

Sumber : Arsip FKUB Kota Semarang

Kegiatan diatas merupakan bentuk kunjungan oleh FKUB kepada tempat-
tempat ibadah umat beragama. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga tali
persaudaraan dan komunikasiantara FKUBdengan kelompok beragama yang ada.
Agar dalam menjalankan kebijakan maupun program FKUB dapat menjadi
perhatian dan mendapat partisipasi dari kalangan kelompok beragama. Selain itu,
hal ini menjadi bentuk peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam
membangun budaya toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

Mengedukasi Penaganan dan Penyelesaian Potensi Konflik Intoleransi Antar
Umat Beragama Bersama Ormas dan Masyarak at

Kita tentu telah mengenal kata Intoleransi, namun tidak banyak
yangmengetahui makna yang sebenarnya dari kata tersebut. Mengutip pendapat
dari Mohammed Arkoun (dalam Masduqi, 2011) intoleransi dianggap sebagai
sebuah sudut pandang pendikotomian sikap dan perbuatan terutama pada aspek-
aspek kehidupan sosial, budaya dan agama yang ada di dalam masyarakat.

Latif mengemukakan bahwa Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB
Kota Semarang terus berupaya untuk membangun komunikasi lintas sektoral
seperti bersama forum-forum ormas lainya. Sependapat dengan apa yang
disampaikan oleh Latif, Joko Hartono menambahkan bahwa sinergi yang
dilakukan antara Kesbangpol, FKUB serta ormas-ormas yang ada di kota semarang
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memiliki tujuan untuk mencegah celah-celah terjadinya proses- proses intoleransi
di Kota Semarang itu sendiri.

Terkait mengenai proses untuk mencegah Intoleransi tersebut serta
dorongan terus untuk berupaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat
beragama di Kota Semarang, Kesbangpol dan juga menjalin komunikasi dengsan
seluruh jaringan ormas-ormas yang ada melalui pemberdayaan ormas sehingga
ormas-ormas yang ada menjadi agen-agen kerukunan antar umat beragama. Latif
berpendapat bahwa ormas-ormas sudah sepantasnya diberikan ruang untuk dapat
bergerak serta bersinergi bersama dengan Kesbangpol dan juga FKUB Kota
Semarang dalam upaya pencegahan tindakan intoleransi yang bisa terjadi.

“Ormas yang berada dalam naungan Kesbangpol Kota Semarang dijadikan
sebagai alat perantara antar kesbangpol dengan masyarakat. FKUB sendiri,
dijadikan Kesbangpol untuk mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang
bisamemunculkan konflik antar umat beragama” (Wawancara, Latif,4 Oktober
2022)

Peran yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang, FKUB Kota
Semarang dan juga Ormas-Ormas lainya adalah memberikan gambaran serta
mengedukasi masyarakat terutama mengenai ciri-cirikhusus tindakan intoleransi
tersebut. Dalam pemaknaaan lebih lanjut, Intoleransi sendiri terbentuk dari
munculnya pola seperti ekslusifisme (Tertutup) dan kurang bersosialisasi.

Salah satu bentuk kegiatan yang menjadi program Kesbangpol Kota
Semarang dalam mengedukasi masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas kerukunan
umat beragama adalah pelaksanaan kegiatan Sekolah Perdamaian. Program
kegiatan ini inisiasi oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB Kota
Semarang merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan stabilitas
kerukunan antar umat beragama, melalui kegiatan yang edukatif dan informal.
Program ini di tujukan untuk para pemuda yang duduk di bangku SMA dan
organisasi-organisasi kepemudaaan yang ada di Kota Semarang.
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Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan Sekolah Kerukunan sebagai wadah untuk
edukasi dan bertemunya masyarakat lintas agama di Kota Semarang

- .
Sumber : Arsip Kesbhangpol dan FKUB Kota Semarang

Melalui program sekolah perdamaian yang di laksanakan oleh FKUB Kota
Semarang pada tanggal 10-11 Desember 2021, rencananya program kegiatan ini
akan diadakan tiap tahunnya dengan mengundang peserta dari siswa-siswi SMA
lintas agama serta perwakilan organisasi- organisasi kepemudaan dan masyarakat
lintas agama di Kota Semarang. Dengan dilaksanakanya kegiatan ini tiap tahunya,
dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pandangan masyarakat yang
ikut menjadi peserta dalam sekolah perdamaian terkait wawasan keberagaman
agama, toleransi antar umat beragama dan menjaga kerukunan ditengah masyarakat
yang lintasagama di Kota Semarang.

Kesbangpol dan juga FKUB Kota Semarang juga memberikan gambaran
kepada ormas dan juga masyarakat antar umat beragama mengenai ciri dan faktor
yang bisa jadi terjadi karena adanya tindakan-tindakan itoleransi ini, beberapa
diantaranya kesbangpol Kota Semarang mengklasifikasikan faktor eksogen,
Endogen dan rasional. Dari sisi eksogen (faktor yang berasal dari luar), kesbangpol
kota semarang memberikan gambaran bahwa faktor ini berasaldariluar kelompok
masyarakat yang berkonflik. Biasanya masalahnya adalah ketimpangan serta
ketidakadilan dalam hal sosial, ekonomi politik danjuga budaya.

Penjabaran ini kembali dijelaskan oleh Kesbangpol bahwa potensi konflik
yang berasal dari luar ini seperti ketimpangan dan ketidakadilan terutama yang
dirasakan oleh kelompok agama tertentu bisa menjadi penyebab konflik yang dapat
mengganggu stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Faktor kedua yang dijelaskan adalah faktor endogen atau faktor yang
berasal dari dalam komunitas atau kelompok masyarakat agama yang berkonflik.
Ini biasanya dicirikan dengan pemahaman mengenai keagamaan yang sempit serta
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sifat terlalu fanatis pada agama dapat memicu terjadinya konflik yang mengganggu
stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Faktor relasional dimaknai sebagai sebuah hubungan yang terjalin antar
kelompok masyarakat dan juga komunitas umat beragama. Permasalahan konflik
yang bisa timbul karenafaktor ini antara lain adalah Perkawinan BedaAgama yang
sebagian masyarakat menilai hal tersebut dengan pemaknaan yang sensitif. Selain
masalah pernikahan beda agama, adalah penodaan- penodaan yang berkaitan
dengan agama.

Selain memberikan edukasi dan pemahaman mengenai potensi-potensi
konflik yang bisa saja terjadi khususny yang mengancap stabilitas kerukunan antar
umat beragama, Kesbangpol dan juga FKUB juga memiliki tugas untuk menjadi
fasilitator dan mediatorbagi masyarakat yang mengalami konflik berkaitan dengan
keagamaan. Langkah yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui
pemberdayaan FKUB Kota Semarang dalam hal ini adalahmelakukan dialog antar
umat beragama.

Kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pada dasarnya dialog
antar umat beragama di Kota Semarang menjadi sebuah fasilitas yang diberikan
oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB dengan konsep penyaringan
aspirasi dan pendapat melalui dialog bebas, terus terang serta bertanggung jawab
untuk saling memahami kendala-kendala konflik antar umat beragama.

Joko Hartono menyatakan bahwa dalam dialog antar umat beragamayang
di inisiasi oleh kesbangpol kota semarang ini bisa dilaksanakan dalam bentuk dialog
interaktif dan juga seminar lintas agama. Dalam dialog yang dilaksanakan ini akan
terjadi pendidikan multikultural. Masyarakat umat beragama akan memiliki
pemahaman bahwa dengan melakukan dialog-dialog tersebut akan menemukan
persamaan-persamaan dalam keagamaan. Kesamaan inibukan dari tata akidah dan
tata cara ibadah, namun lebih kepadapenekanan nilai-nilai positif yang terdapat
dalam masing-masing agama.

Dengan munculnya pengetahuan masyarakat mengenai nilai-nilai
persamaan antar agama tersebut pada akhirnya akan menjadikan masyarakat
memiliki rasa toleransi yang muncul sehingga hal ini menjadi alasan kesbangpol
dan FKUB kota Semarang untuk terus melaksanakaan kegiatan dialog antar umat
beragama. Hal ini lah yang menjadi wujud cita-cita dari kesbangpol Kota
Semarang dimana dengan tingkat pemahanan masyarakat yang semakin membaik
mengenai toleransi beragama, secara otomatis juga potensi-potensi konflik dapat
tertangani dengan baik.

Dasar penjelasan diatas adalah peran nyata yang di lakukan oleh
Kesbangpol Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan penolakan
pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia yang berada di jalan Malangsari
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Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Di dalam dokumen terdapat
kronologi terjadinya penolakan oleh masyarakat dengan adanya pendirian dari
rumah ibadah dan saran cara bertindak dari tim ketua koordinasi penanganan
permasalahan.

Gambar 4 Laporan Hasil Keja TIM Koordinasi Penangann Permasalahan
Pendirian Rumah Ibadah Gereja

=¥

Dijelaskan dalam laporan hasil kerja tim koordinasi dari kesbangpol Kota
Semarang penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari
Kulon Kecamatan Pendurungan Kota Semarang mencuat pada 1 Agustus 2019
mereka yang mengatas namakan warga menolak pendirian rumah ibadat yang
sebenarnya telah mendapatkan surat 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun
1998 tersebut. Penolakan pada tahun 2019 jugabukan kali pertama sejak IMB
keluar. Penolakan juga terjadi pada tahun 2002ketika gereja di hendak di bangun.
Kejadian terulang setelah 17 Tahun penolakan terakhir yang dilakukan.

Pihak yang menolak merasa bahwa IMB terbit dari hasil sebuah ketidak
jujuran karena cacat secara sosial, mereka menganggap pasca penerbitan |MBtidak
ada pembangunan, sehingga statusnya gugur dengan sendirinya. Munculnya
permasalahan ini kemudian Badan Kesbangpol memfasilitasi pihak gereja dengan
warga saling bertemu (mediasi) untuk memecah bekukandialog yang sudah belsan
tahun lamanya. Dalam mediasi kedua, 18 september 2019, Walikota Semarang
melakukan beberapa kali mediasi yang mengarah pada tiga solusi:

a. Lokasi pindah kefasilitas umum milik Pemkot yang tidak berjauhandengan
lokasi awal,

b. FKUB memfasilitasi yang berpekara, dan

c. Mereka yang menolak pembangunan gereja diminta untuk mengajukan
gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
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Walikota Semarang kemudian membentuk Tim Koordinasi penanganan
permasalahan pendirian rumah ibadat Gereja Baptis Indonesia di Jalan Malangsari
dengan masatugas selama Tiga bulan terhitung sejak 5 Maret 2020 sampai 5 Juni
2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor 452.2/244 tahun 2020.
Perumusan pokok masalah dari fakta-fakta yang ada di dalam naskah tersebut
adalah sebagaian warga setempat (RW 07) menolak pembangunan GBI Tlogosari
yang di latar belakangi oleh proses penerbitan ijin prinsip dan ijin mendirikan
bangunan pada tahun 1998 yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan diduga
melalui proses yang tidak jujur.

Setelah menelaah apa yang menjadi polemik dalam pembangunan GBI ada
beberapa hal yang dapat di analisis. Beberapa diantaranya bisa menjadi bahan
pertimbangan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, yaitu:

1. Bahwa GBI sudah memiliki IMB adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri
gugatan atasnya, tentu dimungkinkan dan hal yang sudah dilakukan oleh
mereka yang menolak. Namun hasilnya nihil. Konsekuensi dari poin pertama
adalah bahwa proses pembangunan gereja tidak ada alasan yang kuat untuk di
berhentikan secara permanen.

2. Yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengelola potensi konflik sosial
yang muncul akibat ketidakmauan pihak yang menerima fakta hukum
tersebut.

3. Pemerintah melakukan mediasilanjutan dalam kerangka untuk menjaga Hak
Asasi Manusia sekaligus meminimalisir konflik sosial mungkin berpontensi
timbul akibat ketidak puasan salah satu pihak. Bila upaya pemerintah dirasa
belum optimal, maka dapat ditempuh upaya mediasiyang di jembatani oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kommasham).

4. Foto ttd perjanjian perdamaian antara masyarakat dengan pendirigereja baptis
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BAB V
KEBIJAKAN KESBANGPOL DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

A. Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat
Beragama

Seperti yang diketahui, agama menjadi salah satu elemen fundamental
dalam kehidupan manusia. Kebebasan tiap manusia untuk memeluk agama dan
keyakinan masing-masingharus diberikan ruang. Dengan adanya kebebasan tiap
manusia untuk meyakini dan memeluk agamanya, maka bukan tidak mungkin
kerukunan antar umatberagama dapat saling terjaga. Undang-Undang Dasar 1945
telah mengatur mengenai kebebasan tiap warga negara Indonesia untuk memeluk
dan meyakini agama sesuai pilihanya. Hal ini termuat dalam Pasal 29 UUD 1945
yakni “Negara menjamin kemerdekaan agama masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Dengan adanya hal ini maka, semakin
memperkuat bahwa Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan warga negara
dalam memeluk agamanya merupakan suatu tindakan yang telah dilindungi oleh
undang-undang.

Akan tetapi dari fenomena yang didapatkan dari berbagai refrensi dan
artikel penelitian terkait, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki sejarah cukup
panjang mengenai konflik antar masyarakat yang didasari oleh motif agama.
Kemajemukan Indonesia yang termuat dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pentingnya menjaga
kerukunan antar umat beragama menjadi poin penting seperti yang telah dibahas
dalam paragraf sebelumnya. Akan tetapi proses untuk mewujudkan kerukunan
antar umat beragamaini akan bisa dilaksanakan jika masyarakat, pemerintah dan
juga segala macam stakeholder terkait bersatu untuk berupaya mewujudkanya.

Munculnya Fenomena konflik antar umat beragama di berbagai wilayah di
Indonesia merupakan persoalan konflik yang dikatgorikan sebagai konflik
kepentingan publik. Perlu adanya perana yang cukup signifikan dari pemerintah
dalam menangani hal ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan salah satu
unsur pemerintah yang memiliki tupoksi untuk menangani berbagai persoalan yang
menyangkut urusan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang mengancam
stabilitas kerukunan salah satunya adalah kerukunan antar umat beragama. Respon
pemerintan melalui Kesbangpol dalam upaya penanganan Kkonflil yang
menyangkut kepentingan publik akan menjadi peran yang signifikan dan
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dibutuhkan. Dengan adanya upaya tersebut maka kredibilitas pemerintah di mata
masyarakat akan meningkat seiring dengan kemampuan pemerintah untuk
melakukan penanganan konflik yang terjadi.

Kebijakan Kesbangpol Kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat
Bergama yaitu:

1. Menjaga sinergitas dengan ormas dan keagamaan
2. Pemberdayaan FKUB
3. Membuat Perwal 46 Tahun 2021 Tentang Cara Pendirian Rumah Ibadat

Kota Semarang menjadi salah satu kota multietnis yang memiliki indeks
toleransi yang cukup baik akan tetapi hal ini tidak lantas menjadikan pemerintah
menjadi santai saja dan tidak mewaspadai segala kemungkinan konflik yang bisa
saja terjadi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Kesbangpol Kota
Semarang) sebagai perwujudan pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung
jawab untuk turut menjaga kerukunan antar umat beragam di Kota Semarang yang
sudah cukup baik tersebut.

Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku
Sekretaris Dinas Kesbangpol Kota semarang yang mengemukakan bahwa posisi
kesbangpol sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang sangat
strategis terutama dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga
toleransi di Kota Semarang.

“Sangat strategis, karna kesbangpol itu satu-satunya instansi pemerintah yang
di beri tugas untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk
kerukunan umat beragama” (hasil wawancara Joko Hartono,
28September,2022)

Semakin kompleksnya permasalahan antar umat beragama yang berujuk
pada konflik horizontal di kalangan masyarakat tersebut salah satunya dipengaruhi
tidak ada sinkronasi kinerja baik dari masyarakat, stakeholder dan juga pemerintah.
Kesbangpol kota semarang sebagai kepanjangan dari pemerintah kota semarang
mereka harus mampu menangkap fenomena-fenomena tersebut dan berinovasi
dalam kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika kerukunan
umat beragama di Kota Semarang. Inovasi yang dilakukan adalah yang fokus pada
kondisi eksternal dan internal kesbangpol Kota Semarang itu sendiri untuk
meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan
strategi untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Sebagai langkah nyata untuk menindaklanjuti hal tersebut, kesbangpol
memulaidengan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan untuk
memberikanpelayanan yang baik khususnya bagi masyarakat lintas agama di Kota
Semarang. Sepertiyang dikemukakan oleh Joko Hartono bahwa sebelum melayani
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dan juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul,
Kesbangpol Kota Semarang menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dari
pihak internalnya terlebih dahulu. Hal yang paling diperhatikan adalah unsur-unsur
yang vital yakni Sumberdaya Manusia sebagai aset utama dalam menjalankan
seluruh sistem dan kerja-kerja Kesbangpol Kota Semarang

Kesbangpol Kota Semarang memberikan penekanan khusus kepada
seluruhstaffdan jajaranya bahwa hal dasar yang semestinya dipersiapkan guna
meningkatkan kualitas dan strategi dari keseluruhan kebijakan untuk menangani
pemasalahan masyarakat salah satuya adalah konflik antar umat beragama, dapat
dilakukan melalui tata kelola program kerja yang dilakukan.

“Pertama yang dilakukan tentu kita rapikan dulu internalnya kesbangpol
terutama yang berkaitan dengan unsur unsur sumber daya manusia yang baik
dari staff kita. Terlebih lagi hal yang harus dihadapi ini kan sekelas kerukunan
antar umat beragama nah itu kalau tidak disiapkan orang-orang yang memang
cakap dalam hal tersebut dalam artian mampu untuk berkoordinasi dengan
stakeholder terkait maka sebagus apapun konsep kebijakan ya tidak akan
berjalan maksimal.” (hasil wawancara Joko Hartnono September,2022)

Hal seupa juga dikemukakan oleh Bapak Latif selaku salah satu staff bidang
Ketahanan Soial, Ekonomi, Budaya dan Agama Kesbangpol Kota Semarang.
Menurut Latif sumber daya manusia yang telah terkelola dengan baik akan dapat
meningkatkan kualitas serta strategi dari kesbangpol kota semarang itu sendir. Latif
mennyatakan bahwa apabila kualitas sumber daya yang ada di kesbangpol kurang
baik maka program-program kebijakan yang dijalankan kesbangpol khususnya
dalam lingkup upaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama
tidakakan berjalan maksimal.

“Pertama dari kitanya dulu yang harus disiapkan dan harus siap. Kalau SDM
dalam hal ini staffnya kurang bisa memahami apa yang harusnya dia perlu
lakukan, itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Segala macam
kebijakan tidak akan bisa jalan tanpa adanya pengelolaan sumber daya manusia
khususnya di internal kita dulu dengan baik apalagi untuk ngurusi kerukunan
antar umat beragama, kita tau sendiri agama itu sisi yang palingpositif. Maka
dari itu penguatan SDM internal dulu menjadi penting untuk mampu
menjalankan program atau strategi dalam menjaga kerukunan antar umat.”
(Hasil wawancara Latif September,2022)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Joko Hartono dan Juga Latif,
Usahapertama yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang adalah penguatan
Sumberdaya manusia yang dimiliki internal kesbangpol. Adanya peningkatan
kualitas SDM yang mumpuni salah satunya yang memang dikhususkan untuk
mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama menjadi
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penting bagi kesbangpol sebelum kesbangpol menjalankan kebijakan-kebijakan
yang terkait dengan hal tersebut.

Adanya sumber daya manusia yang baik dan cakap dalam urusan yang
menyangkut aspek-aspek sensitif seperti kerukunan antar umat beragama akan
menjadikan kesbangpol kota semarang akan mampu menjalankan kebijakan-
kebijakan terkait hal tersebut dengan baik. ini menjadi sebuah strategi dimana
sebagai meningkatnya kualitas kinerja dan kebijakan yang dihasilkan dari suatu
lembaga pemerintah tidak terlepas dari beberapa faktor sumber daya manusia yang
mumpuni. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni akan mampu untuk
menghasilkan analisis serta manajerial yang baik, audit internal, hubungan kerja,
budaya lembaga, dan reputasi lembaga juga akan menjadi baik (Carmeli &Asher,
2004).

Menurut Sedarmayanti (2007), kualitas dan kinerja dari sebuah lembaga
atau organisasididefinisikan sebagai hasilkerjayan dapat dicapaibaik oleh seorang
individu ataupun sebagai sebuah kelompok. Penekanan inilah yang menjadi dasar
bahwa strategi paling utama yang dilakukan oleh kesbangpol Kota Semarang
dalamupaya menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang
adalah dengan mengkondisikan SDM yang mereka miliki terlebih dahulu. Dengan
adanya SDM yang baik maka mewujudkan Kkinerja lembaga secara baik
disesuaikan dengan landasan yakni adanya wewenang serta tanggung jawab
masing-masing individu yang berada di dalamnya akan menghasilkan kualitas
kebijakan yang baik.

Dalam hal ini analisa yang dapat dilakukan, penguatan staff dilakukan oleh
kesbangpol kota semarang terutama yang berada dalam bidang Ketahanan Sosial,
Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi masyarakat haruslah dilakukan oleh staf
yang memiliki kapasitas yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Staff yang
memilikikapasitas yang baik maka akan mampu menjalankan apa yang menjadi
tujuan kebijakan dengan baik.

Hal berikutnya adalah integrasi antar sektor. Setelah penguatan masing-
masing individu, maka setiap individu telah memiliki kapasitas dan kemampuan
yang baik. Individu akan lebih siap untuk melakukan kinerjanya dengan
berkoordinasi dengan stake-stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dari
kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Kesbangpol Kota Semarang terdiri
dari berbagai bidang di dalamya. Untuk konteks menjaga stabilitas kerukunan antar
umat beragama di Kota Semarang, tidak hanya bidang ketahanan sosial, ekonomi,
budaya, agama dan ormas saja yang bertanggug jawab tetapi seluruh elemen dari
kesbangpol kota semaang harus ikut serta dalam mewujudkan peningkatan kualitas
kebijakan terutama untuk kerukunan antar umat beragama.
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“Di Kesbangpol ini ada berbagai macam bidang nah khusus untuk
permasalahan kerukunan umat beragama ini memang tupoksinya bidang
ketahanan sosial, ekonomi, agama dan ormas. Tapi tidak lantas yang lain lepas
begitu saja karena yang namanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan kebijakan lembaga menjadi lebih baik juga merupakan tanggung jawab
seluruh bidang dan kesbangpol kota semarang secara keseluruhan.” (Hasil
wawancara Joko Hartono September,2022)

Apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku Sekretaris dinas
Kesbangpol Kota Semarang tersebut dapat dianalisa menggunakan pendapat dari
Sukidin (2011) yang menyatakan bahwa dalam suatu kerangka lembaga atau
organisasi, seorang individu dengan individu lainya dihubungkan oleh unit bagian
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi
tersebut. Dengan demikian seorang individu mampu menjalankan kinerjanya
sebagai satu kesatuan. Hal ini disebabkan masing-masing individu mampu untuk
menjalankan kinerjanya disesuaikan dengan kewajiban sertatanggung jawab yang
merekaemban sebagai sebuah strategi menjalankan tugasnya secara tepat. Dengan
masing-masing menjalankan tugasnya secara tepat maka integrasi antar bidang
akan dapat terjalin. Disinilah terjadi koordinasi yang baik antar bidang khususnya
di kesbangpol. Adanya penguatan internal yang solid maka kualitas kebijakan yang
dihasilkan darikesbangpol kota semarang juga akan menjadi baik.

Dalam konteks untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kualitas
kinerja dari kesbangpol kota semarang apabila mampu menunjukan kualitas kinerja
yang baik maka, potensi-potensi konflik khususnya konflik yang berkaitan dengan
kerukunan antar umat beragama dapat ditekan, diminimalisir dengan kebijakan
yang tepat yang dilakukan oleh kesbangpol kota semarang sebagai lembaga
pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Pemberdayaan dan Penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
Kota Semarang

Kemajemukan yang ada di Indonesia salah satunya ditunjukan melalui
adanya keragaman umat beragama di dalamnya. Akan tetapi keberagaman umat
beragama tersebut juga dapat berimplikasi pada terjalinya suatu interaksi diantara
masyarakat beragama. Melalui pendekatan yang menitik beratkan pada konteks
sosial kemasyarakatan, keberagaman etnis dan juga keberagaman agama akan
mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam bingkai kemajemukan yang ada.
Akan tetapi disisiyang lain juga terdapat potensi-potensiancaman yang juga dapat
dipicudengan adanya gesekan diantara umat beragama tersebut.
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Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Joko Hartono selaku Sekretaris
Kesbangpol Kota Semarang melalui wawancara pada bulan september 2022
menyatakan bahwa, keberagaman agama di ibaratkan seperti pisau yang memiliki
dua mata. Agama mampu untuk menjadi alat untuk mempersatukan umat, akan
tetapidilain sisi, agama juga dapat menjadi sumber konflik yang bisa menimbulkan
dampak kerusakan dan perpecahan yang luar biasa seperti apa yang terjadi di
Ambonpada masa yang silam.

Secara indeks toleransi Kota Semarang berada indeks toleransi yang cukup
bagus yakni di angka 77,09 pada Tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak antas
menjadikan Kota Semarang sebagai Kota yang minim konflik khususnya konflik
dangesekan antar umat beragama. Merespon adanya potensi-potensi tersebut,
Kesbangpol Kota Semarang sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk
mengakomodir hal tersebut menerapkan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan
strategi untuk menanggulanginya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
Kesbangpol adalah mengakomodir pemberdayaan masyarakat umat beragama
melalui FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) Kota Semarang.

Sebagai salah satu ormas, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
(FKUB) Kota Semarang menjadi sebuah strategi sekaligus kebijakan yang
suistanable dari Kesbangpol Kota Semarang. Keberadaan FKUB kota Semarang
sebagai sebuah organisai kemasyarakatan (Ormas) dibentuk untuk mewadahi
aspriasi dari seluruh masyarakat lintas agama di Kota Semarang yang mana hal ini
telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembentukan FKUB Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang
berpatokan pada Peraturan Bersama Menteri yakni Menteri Agama dan Juga
MenteriDalam Negeri No.8 dan No.9 Tahun 2006. Lebih spesifik hal ini termaktub
dalam BAB |11 Pasal 1,2, dan 3. Jika dlihat dari peraturan tersebut, maka secara
garis struktural Forum Kerukunan Antar umat beragama berada di bawah
departemen dalam negeri yang jika di tingkat Kota/Kabupaten lembaga yang
membawahi serta berwenang adalah Kesbangpol itu sendiri.

Keberadaan FKUB di Kota semarang merupakan suatu hal yang dirasa
penting bagi kesbangpol linmas. Selain sebagai sebagai salah satu ormas yang
berada dibawah naungan kesbangpol Kota Semarang, FKUB Kota Semarang
menjadi sebuah forum untuk terciptanya komunikasi serta wadah untuk
menyalurkan pendapat serta aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota
Semarang yang multietnis serta memiliki keragaman agama. Tentu sebagai sala
satu tujuan Kesbangpol Kota Semarang mendirikan FKUB ini adalah sebagai
bentuk untuk menicptakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki pandangan
toleran serta inklusif dalam kehidupan antar masyarakat beragama. Lebih lanjut
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keberadaan FKUB ini juga merupakan upaya Kesbangpol Kota Semarang untuk
mengikut sertakan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan Kota Semarang.

Pembentukan Forum Kerukunan antar umat beragama yang digagas oleh
Kesbangpol Kota Semarang menjadi kebijakan strategi karena sesuai dengan
tupoksinya hanya Kesbangpol lah yang memiliki wewenang untuk melakukan
upaya-upaya pemeliharaan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa serta
mencegah terjadinya potensi-potensi yang mengancam hal tersebut. Dalam
konteks ini, Kesbangpol Kota Semarang juga lah yang memiliki wewenang untuk
turut menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama melalui FKUB Kota
Semarang. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku
sekretaris dinas Kesbangpol Kota Semarang berikut

“Sangat strategis, karna kesbangpol itu satu-satunya instansi pemerintah yang
di beri tugas untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk
kerukunan umat beragama” (Hasil Wawancara Joko Hartono, September 2022)

Mendukung apa yang disampaikan oleh Joko Hartono, Latif yang menjadi
bagian dari bidang Ketahanan Soial, Ekonomi, Budaya dan Agama Kesbangpol
KotaSemarang yang menyatakan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kota
Semarang dibentuk dan diberdayakan oleh Kesbangpol Kota Semarang guna
mewujudkan apa yang menjadi Cita-Cita dari Walikota Semarang yakni untuk
mewujudkan Kota Semarang yang memiliki kemerdekaan beragama. Berdasarkan
hal tersebut Kesbangpol Kota Semarang menjadi penting untuk terus melakukan
pembinaan serta kerjasama kepada FKUB Kota Semarang dalam hal untuk
menjagastabilitas kerukunan umat beragama di Kota Semarang.

“Sangat penting sekali, karena masyarakat Indonesia multikultur, multietnis,
multibudaya, mudah sekali untuk di adu domba sesuai dengan visi dan misi pak
wali ingin menjamin kemerdekaan beragama di kota semarang. Langkah yang
di ambil adalah kesbangpol bekerjasama dengan FKUB di kota semarang
dengan membentuk FKUB kecamatan sekota semarang dengan 16 kecamatan.
Jumlah pengurus di perkecamatan ada 11 org, kalo di tingkat kota ada 17 org,
karna kesbangpol sadar jika hanya memberi sosialisasi hanya dikotasemarang
maka tidak sampai pada akarnya, maka dari itu untuk memaksimalkan
kesbangpol membuat FKUB perkecamatan.” (Hasil Wawancara Latif,
September 2022)

Dari apa yang disampaikan oleh Latif, kita dapat mengetahui bahwa
Kesbangpol Kota Semarang tidak hanya membentuk FKUB di tingka kota saja
akan tetapi juga FKUB dibentuk hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini diungkapkan
Latif sebagai bentuk dari upaya strategi komunikasi Kesbangpol melalui Forum
kerukunan umat beragama yang dibentuk hingga tingat kecamatan akan
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memberikan hasil maksimaldalam mendukung upaya Kesbangpol Kota Semarang
untuk menjaga kerukunan antar umat bergama.

Gambar 5 Rapat pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol dan
FKUB Kota Semarang

—

Sumber : Arsip Kesbangpol Kota Semarang

Untuk merealisasikan pembentukan FKUB pada tingkat kecamatan di Kota
Semarang, Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang melaksanakan rapat pada
tanggal 14 September 2022, untuk membahas pembentukan FKUB di tingkat
kecamatan. Melalui rapat tersebut FKUB sebagai forum yang mewadahi kelompok
lintas agama juga menjadi tempat untuk mewadahi organisasi masyarakat lainya
yang ada di masyarakat pada tingkat kecamatan. Urgensi dibentuknya FKUB
hingga tingkat kecamatan ini adalah agar FKUB dan Kesbangpol dapat
menjangkau masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dalam wilayah
kecamatan di Kota Semarang. Dengan semakin dekatnya peran FKUB dan
Kesbangpol Kota Semarang hingga wilayah kecamatan, harapanya dapat
melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk ikut
menjaga stabilisasi kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat sendiri.

Strategi pembentukan FKUB hingga ke tingkat kecamatan dilakukan
untuk memperkuat kerukunan umat beragam hingga ke akar rumput masyarakat.
selain itu kesbangpol membentuk FKUB bukan hanya untuk komunikasi antar
lingkup umat beragama saja akan tetapi juga dengan organisasi-organisasi masa
lainya. Ini dimaksudkanagar tidak hanya Kesbangpol dan juga FKUB saja yang
intens menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang namun juga
seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk turut menjaga
stabilitas kerukunan antar umat beragama tersebut.
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“Dalam konteks lebih lanjut, upaya Kesbangpol Kota Semarang membentuk
Forum Kerukunan Sampai pada tingkat kecamatan dimana ada 16 kecamatan
ada Forum Kerukunan tersebut itu fungsinya ya agar masyarakat di bawah
ngerti juga bahwa tugas untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat
beragama bukanhanya menjadi tugas dari kesbangpol saja tetapi jguga kita
edukasi kepada masyarakat bahwa stabilitas kerukunan antar umat beragamaitu
muncul dikarenakan adanya keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku-pelaku
kerukunan umat beragama itu sendiri. Jadi kita menggunakan prinsip bergerak
bersama dalam hal kolaborasi membangun kota dengan konsep mutualisme.”
(Hasil Wawancara Latif, September 2022.

Gambar 6 Realisasi pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol
dan FKUB Kota Semarang

" (', o -mﬁ#‘»u :
Sumber : Arsip Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang

Melalui FKUB dan Kesbangpol Kota Semarang serta pemerintah Kota
Semarang, akhirnya FKUB pada tingkat kecamatan mulai dibentuk pada 30
September 2022. Pemerintah Kota Semarang mengundang calon pengurus FKUB
tingkat Semarang Timur Kota Semarang untuk penetapan calon pengurus yang di
hadiri dari kantor kecamatan Semarang Timur 2 orang, Badan Kesbangpol 4 orang,
pengurus FKUB 4 orang, dan calonpengurus FKUB tingkat Kecamatan 11 orang.

Dengan adanya kesadaran dariseluruh lapisan dan elemen masyarakat Kota
Semarangmengenai pentingnya memiliki rasa toleransi terlebih pada sebuah kota
yang dikenal sebagai kota multietnis dan mutli agama seperti Kota Semarang akan
menjadi modal baik bagi terselenggaranya pembangunan kota yang baik. Hal ini
sejalan dengan apa yang menjadi visi dari walikota semarang yakni menjadikan
Kota Semarang sebagai kota yang merdeka beragam. Adanya stabilitas dan
kerukunan antar umat beragama akan berdampak positif juga terutama dalam hal
pembangunan Kota Semarang itu sendiri baik itu dar segi pembangunan fisik,
psikis dan juga spiritual.
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Berdasarkan hal ini analsa mengenai strategi yang dilakukan oleh
Kesbangpol Kota Semarang dengan memperbaiki sumberdaya yang mereka miliki
akan menjadikan kesbangpol lebih mudah untuk menganalisa lebih lanjut potensi
serta tantantan apa yang ada di masyarakat. tentu dari situlah akhirnya dapat
dirumuskan sebuah strategi kebijakan yang mampu mengakomodir suatu hal daam
hal ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Melalui pembentukan serta pemberdyaan Forum Kerukunan antar umat
beragama hingga ke tingkat kecmatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota
Semarang, menjadikan edukasi mengenai pentingnya upaya bersama dalam
menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dapat trdistribusi hingga kepada
lapisan masyarakat di tingkat bawah.

Kesbangpol kota semarang memahami bahwa untuk menciptakan sebuah
tujuan tercapainya stabilitas kerukunan antar umat beragama membutuhkan
banyak pihak yang terlibat. Hal ini bukan lantas menjadi tanggung jawab
Kesbangpol sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang tetapi
juga seluruh elemen harus ikut serta mendukung hal tersebut.

Lebih lanjut, adanya keikutsertaan seluruh elemen dalam upaya menjaga
stabilitas kerukunan akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik.
Pembangunan memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. kontribusi
masyarakat umat beragama yang terjamin stabilitas kerukunanya akan mampu
menciptakan perdamaian seingga pembangunan akan mampu dilasanakan dengan
baik dan maksimal oleh Pemerintah Kota Semarang.

BAB VI
PENUTUP

. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya
terkait Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas
Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat
beragama di Kota Semarang, dimulai dengan melakukan penguatan dari
internal Badan Kesbangpol Kota Semarang sendiri. Kesbangpol Kota
Semarang menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja sumber daya
manusia di dalam Badan Kesbangpol yang merupakan aset utama untuk
menjalankan sistem dan program kerja Badan Kesbangpol Kota Semarang
dengan maksimal terlebih dahulu. Kesbangpol Kota Semarang memberikan

57



penekanan khusus kepada bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya,
Agamadan Organisasi masyarakat yang mestinya dijalankan oleh staf yang
memiliki kapasitas yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Staff yang
memiliki kapasitas yang baik maka akan mampu menjalankan apa yang
menjadi tujuan kebijakan dengan baik. Setelah penguatan kepada internal
Badan Kesbangpol, maka akanlebih siap untuk melakukan pengintegrasian
antar sektor diluar Badan Kesbangpol. Dimanadengan berkoordinasibersama
seluruh stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dari kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Kesbangpol.

2. Produk kebijakan maupun program sebagai upaya Badan Kesbangpol Kota
Semarang dalam menjaga stabilitas antar umat beragama di Kota Semarang
diantaranya ialah dengan membentuk Forum Kesatuan Umat Beragama
(FKUB) Kota Semarang. FKUB Kota Semarang menjadi sebuah forum untuk
terciptanya komunikasi serta wadah untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi
dari seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang yang multietnis dan beragam
kepercayaan. Dibentuknya FKUB ini hingga tingkat kecamatan di Kota
Semarang berguna untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama
hingga ke akar rumput masyarat. Melalui kolaborasi Badan Kesbangpol Kota
Semarang dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang,
menghasilkan peranan di masyarakat diantaranya; pertama, membangun
budaya toleransi antar umat beragama dimana Badan Kesbangpol dan FKUB
menjadi inisiator mediator dalam membangun kesadaran toleransi antar
masyarakat khususnya masyarakat antar agama di Kota Semarang; kedua,
mengedukasi penanganan dan penyelesaian potensi konflik intoleransi antar
umat beragama bersama Ormas dan masyarakat, dimana Badan
Kesbangpoldan FKUB memberikan gambaran serta mengedukasi masyarakat
terutama mengenai ciri-ciri khusus tindakan intoleransi serta pencegahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Badan Kesbangpol Kota
Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota
Semarang Tahun 2019-2021, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran
diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam melakukan peningkatan kualitas
sumber daya manusia di lingkungan internal perlu turut serta memberiruang
terhadap eksternal Badan Kesbangpol yakni ormas beserta masyarakat
beragama yang tergabung dalam FKUB agar mendapatkan peluang
peningkatan kualitas sumber daya manusia anggotanya, melalui event
pelatihan maupun program yang diselengarakan oleh Badan Kesbangpol, agar
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masyarakat beragama yang tergabung dalam FKUB dapat diberdayakan.
Disamping melakukan edukasi kepada masyarakat beragama untuk
menghindari bentuk-bentuk intoleransi terhadap sesama masyarakat
beragama, Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan monitoring
terhadap gerakan-gerakan yang muncul atas nama masyarakat beragama pada
momen tertentu. Seperti menjelang pesta demokrasi maupun hari besar agama
tertentu, untuk melakukan langkah preventif yang tetap mengedepankan
pendekatan kemanusiaan serta mengandeng masyarakat beragama lainya,
agar terjaganya stabilitas kerukunan umat beragama tetap kondusif.

Badan Kesbangpol dan FKUB bersama masyarakat beragama lainya
mengandeng dan memberikan pengakuan terhadap masyarakat beragama
maupun berkepercayaan yang masih minoritas di Kota Semarang, agar
masyarakat beragama atau berkepercayaan yang masih minoritas tersebut
tidak merasa terkucilkan dari masyarakat mayoritas.
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Lampiran 8 Daftar Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Kesbanhpol Kota Semarang

No Rumusan Masalah

Pertanyaan

A Bagaimana  peran  Badan
Kesbangpol dalam kebijakan

Kota Semarang

kerukunan antar umat beragama di

Dapat diceritakan latar  belakang
mengenai esbangpol Kota Semarang
berikut struktural serta masing masing
bagianya?

Siapa saja dan dari bidang manakah
dari kesbangpol kotasemarang yang
menangani perihal kerukunan antar
umat beragama?

Mengapa kerukunan umat beragama

penting untuk dibina dan
diberdayakan?

Bagaimana pandangan anda
mengenai substansi peran
kesbangpol kota semarang dalam
menjaga  kerukunan antar umat

beragama di Kota Semarang?
Apa tujuan yang hendak dicapai oleh

kesbangpol dalam kebijakan
pemeliharaan kerukunan antar umat
beragama ini?

Menjaga kerukunan antar  umat

beragama ini adalah tugas seluruh
elemen masyarakat yang heterogen di
Kota Semarang, apa yang menjadikan
kesbangpol sebagai pionir
penggerak untuk mewujudkan
kerukunan antar umat beragama di Kota
Semarang ini?

Menurut bapak bagaimana kesadaran
masyarakat kota semarang dalam hal
kerukunan antar umat beragama?
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Apa saja  kebijakan

Badan| 1. Bentuk kebijakan apa sajakah yang

Kesbhangpol dalam menjaga dijalankan  oleh  kesbangpol kota
stabilitas kerukunan antar umat semarang dalam mewujudkan misi
beragamadi Kota Semarang tercipatanya stabilitas kerukunan antar

umat beragamadi kota semarang?

2. Bagaimana jalanya kebijakan tersebut
dan apakah membawadampak signifikan
dalam terjaganya kerukunan antar umat

B. Pihak Lain (FKUB & MASYARAKAT)

No | Rumusan Masalah Pertanyaan
A | Bagaimana peran| 1. Menurut andabagaimana peran kesbangpoldalam
Badan  Kesbangpol mewujudkan
dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang?
kerukunan antar umat| 2 Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kebijakan
) tersebut?
beragama di Kota . .
3. Apakah langkah kebijakan yang diterapkan oleh
Semarang
kesbangpol kota semarang membawa dampak yang
cukup signifikan dalam hal kerukunan antar umat
beragamadi Kota Semarang?
B | Apa saja  kebijakan

Badan Kesbangpol
dalam menjaga
stabilitas  kerukunan
antar umat beragama di
Kota Semarang

1. Bagaimana bentuk kebijakan yang diupayakan

Kesbangpol yang anda rasakan sebagai umat beragama di
KotaSemarang.
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